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ABSTRAK

Demokrasi adalah salah satu sistem politik yangupekan alat atau cara
meraih sesuatu dalam sebuah setrakta sosial sechvedual ataupun meraih
kemenangan dalam sebuah golongan. Hal ini mengding kita kaji ketika hal
itu masuk dalam ranah kampus yang notabenya matmdahap pembelajaran
khususnya di kampus UIN Sunan Kalijaga, perpolitikkkampus kita ini masih
perlu adanya perbaikan untuk dapat mewujudkan pigkao yang adil,jujur dan
amanah sesuai dengan amanat Demokrasi. Jadi pdmigiggapan begitu
pentingnya dalam mengkaji mekanisme pemilihan umahasiswa.

Latar belakang dari penelitian ini adalah sistemgyaekarang ini tidak
efektif yang diharapkan bahkan tidak sejalan derggaanat demokrasi kampus.
Karena sistem Pemilwa yang diterapkan tidak lainyaamilik satu golongan
penguasa rezim hingga tidak signifikan mampu medkga perpolitikan yang
adil dan jujur. Mekanisme Pemilwa baik dari mekaréskeputusan perundang-
undangan bahkan sampai monopoli dalam pelaksandapaman. Pemilwa
dalam pelaksanaan setiap tahunnya nyaris sama $elaljung anarkis dan rezim
penguasalah yang menang.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif penalit pustaka (library
researfh). Penelitian ini dilakukan terhadap litereliteratur yang relevan
dengan permasalahan yang dikaji dan yang dapat njaargu pokok-pokok
masalah secara deskriptif-analitis, yaitu memapadan menjelaskan data yang
berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswkmgutnya dipelajari dan
dianalisa secara metodologis dengan sudut pandzsah,

Hasil penelitian ini menunjukkan: sebagai pelakspeanilihan dalam
Islam menganjurkan adanya musyawarah yang dikguab slengan lembaganya
yang disebut majelis syuro untuk melaksanakan prgmamilihan kepala negara.
Majelis syura ditunjuk langsung oleh kepala negayang selanjutnya
dipertanggungjawabkan kepada umat, dan umat (rekisini dalam literatur
Islam menunjukkan kepadal-Ikhtiyar al-Ummah (orang yang memiliki hak
memmilih), ahl al-hall wa al-‘aqd (Dema), yang nanti dimusyawarahkan di
Majelis Syura (Sema) yang dilanjutkan dengan pr8sgsahdanljma’.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitiam menggunakan
pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama MeAgama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Rl No. 150 Tahun 1987 Nian05436/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
J alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba b be
< ta‘ t te
< sa S es (dengan titik di atas)
d jim i je
z ha* h ha (dengan titik di bawah
c kha‘ kh ka dan ha
2 dal d de
3 zal z zet (dengan titik di atas)
D ra r er
J zai z zet
o sin s es
o syin sy es dan ye
o= sad s es (dengan titik di bawah
o= dad d de (dengan titik di bawah
Lk ta t te (dengan titik di bawah)
L za* z zet (dengan titik di bawah
I ‘ain ‘ koma terbalik di atas




d gain g ge
] fa* f ef
3 qaf q qi
S kaf k ka
J lam 1 el
e mim m em
J nun n en
3 wawu w we
A ha ha
s hamzah ’ apostrof
S ya’ y ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Cplania Muta’aqgidain

e ‘Iddah

3. Ta’ Marbutah diakhir kata
a. Bila mati ditulis

i Hibah

EEREN Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

4t} dans Ni’matullah

Ohill 385 Zakatulfitri

Xi




4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
. Fathah a A
Kasrah i I
- Dammah u u

5. Vokal Panjang
a. Fathah dan alif ditulis a

Llala  Jahiliyyah

b. Fathah dan ya mati di tulis a
(= Yas’a

c. Kasrah dan ya mati ditulis i
e Majid

d. Dammah dan wawu mati u

=% )5 Furud

6. Vokal-vokal Rangkap
a. Fathah danya mati ditulis ai

AR Bainakum

b. Fathah danwawu mati au

Js8 Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostr of
aiill A’antum
AS5 Y Lain syakartum

Xii



8.

0.

10.

Kata sandang alif dan lam
a. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-

oAl Al-Qur'an
@l Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan mengdakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkauaftai-nya.

elad) As-sama’

ol Asy-syams

Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapitalak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan jugand®ginaan seperti yang
berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digumakantuk menuliskan

huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bima diri itu didahului

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huapitd tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.
o= 8l 652 Zawi al-furud
Al Ja) Ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilwa adalah salah satu dari proses pembelapmiitik di kampus
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adanya kegiatan Pemdiharapkan dapat
dijadikan wadah bagi mahasiswa untuk belajar béipoyang kemudian
menduduki sekaligus mengurus strukstudent governmergebagai bentuk
pembelajaran bagaimana mahasiswa mengurusi kepeaieam, sebab
kampus setidaknya bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijadalah miniatur
sebuah negara. Ini menjadi penting sebab mahasisgrapakan generasi
penerus yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsadii hari-hari
mendatang, sehingga patut kiranya mereka diberikeang dalam hal
kepemimpinan untuk menempa mentalitas serta mertibeleeka dengan
pengalaman.

Oleh karena itu, pihak-pihak akademisi (birokraapus, mahasiswa)
hendaknya menaruh komitmen penuh atas terselenygasaiasana Pemilwa
yang kondusif bagi pembentukan watak mahasiswa ys@gpai dengan
predikat UIN sebagai perguruan tinggi yang berbdsiam. Pemilwa
menitikberatkan pada upaya membangun komitmenilpeétara optimal dan
konsisten. Hal ini diperlukan untuk menghindamgstatisasi Pemilwa sebagai
ajang untuk mencari kekuasaan dalam suatu penmfesimtatau ajang untuk

memperkuat jaringan ideologi golongan saja atauurdigan untuk



kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuanilka. Karena pada
dasarnya, gerakan mahasiswa merupakan proses parnupang esoterik. la
akan terwujud dalam sebuah idealisme dan cita-gégaakan dalam
menciptakan sebuah masyarakat yang lebih baiketan adil*

Adapun tempat-tempat persemaian yang baik untukbpetukan
aktivis dan pemimpin gerakan protes mahasiswa hddladan-badan
kemahasiswaan intra universitas seperti Dewan MalasSenat Mahasiswa,
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Pers Kamp@eslangkan di
kalangan organisasi mahasiswa ekstra universitagaharganisasi-organisasi
tertentu dan jabatan-jabatan tertentu saja yangpcbkrarti bagi persemaian
pemimpin dan aktivis gerakan protes mahasiswa. Biaiiah peneliti ingin
mengetahui bagaimana peranan mahasiswa dalam &mapergerakan
kampus, yang lebih memfokuskan kepada sistem pemyghraan Pemilwa
dalam hal ini seperti juga di UIN Sunan Kalijaga.

Mengingat hal itu maka eksistensi Pemilwa merupaksgian
terpenting dalam pembelajaran mahasiswa dalam adpengolitik sebagai
integral dari kegiatan kurikuler di kampus?nUIN Sunan Kalijaga yang
bercita-citakan mengintegrasi-koneksikan ilmu damanaa memiliki
tanggungjawab besar mengembangkan disiplin keilmyang apresiatif
terhadap kondisi masyarakat dengan menjunjung itinggmatifitas Islam
sebagai landasan universakalfmatun sawp bagi peradaban manusia.

Pemilwa dilingkungan UIN Sunan Kalijjaga dikembangkadengan

! Mohtar Mas’oedNegara Kapital dan Demokraglogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994),
him. 124
2 pedoman umum OPAK 201Rata pengantar him. iii.



berlandaskan pada Keputusan Undang-undang Penteffdhasiswa UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 renfemilihan Umum
Mahasiswa, Khususnya Pemilwa UIN Sunan Kkalijaga diarahkanukint
memberikan pembelajaran awal mahasiswa terkait atengerpolitikan
dikampus, pembelajaran norma jujur dan adil dalenpdiitik.

Penyelenggaraan Pemilwa UIN Sunan kalijaga disgadkan di
tingkat univesitas. Partisipasi dari beberapa urisurdimaksudkan agar
Pemilwa mampu memperkenalkan sisi-sisi keunivesaita selain demi
menegakkan nilai-nilai demokrasi yang telah berkamgbsubur dilingkungan
UIN Sunan Kalijaga.

Namun dalam realitasnya sistem yang sekarang daklah efektif
sebagai mana yang diharapkan bahkan tidak sejalagad amanat demokrasi
kampus. Karena sistem Pemilwa yang diterapkan tigiakhanya milik satu
golongan penguasa rezim hingga tidak siknifikan mammewujudkan
perpolitikan yang adil dan jujur hal ini kurang sasdengan ideologi politik
hukum Islam harusnya mampu merelevansikan antaramika keilmuan
dalam praktisi lapangan sehingga hal ini akan nptaka sebuah perpolitikan
yang harmonis dan jauh dari norma-norma nepotisatengan . Selain itu
peneliti juga sudah menemukan masalah baru yarsgifoder dari mekanisme
Pemilwa baik dari mekanisme keputusan perundangngah bahkan sampai
monopoli dalam pelaksanaan dilapangan. Banyak dpimva Pemilwa sangat

urgen dimata masyarakat kampus secara umum dan mahaseeosra

® Ibid.



khususnya namun yang dijadikan keluhan adalahnsigeng diterapkan oleh
pihak pelaksana Pemilwa sendiri, banyak yang memghkan kurang
bermaknanya pelaksanaan sehingga hanya terkesagasetjang perebutan
kekuasaan kampus oleh suatu golongan.

Sebab latar belakang masalah itu penulis mengarigkad terkait
kegiatan Pemilihan Umum Mahasiswa guna memperlsiskem yang telah
ada sesuai dengan tujuan mutu intelektual mahagiada bidang konsentrasi
ilmu masing-masing khususnya dibidang politik. Olkarena itu, tidak
semestinya Pemilwa di UIN Sunan Kalijaga ini mengtkan sistem yang
hanya dimonopoli satu golongan, dalam artian nepairezim penguasa akan
putusan-putusan dacivil organizing dalam pelaksanaan Pemilwa di UIN
Sunan Kalijaga. Selain itu penulis mengambil Pemi®011 karena lebih bisa
memadai terkait data-data yang akan dicari meskipe@milwa dalam
pelaksanaan setiap tahunnya nyaris sama selaljubgranarkis dan rezim
penguasalah yang menang. Menurut Figh Siyasah RamilUmum
hendaknya menggunakan 5 (lima) asas yaitu BebasiniJrRahasia, Jujur,
Adil yang bisa diterapkan kepada semua elemen mesytakampus agar
Pemilwa ini berjalan sesuai perspektif Islam (F&iyasah).

Maka daripada itu penulis ingin mengkaji lebih detmengenai
Pemilwa yang direlevansikan sesuai dengan idegboditk hukum Islam.
Sehingga penulis mengangkat judul skripMEKANISME PEMILIHAN
UMUM MAHASISWA (PEMILWA) 2011 DI UIN SUNAN KALIJAGA

DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SI'YASAH



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makat dégusun rumusan
masalah penelitian sebagai berikut:
Bagaimana Mekanisme Pemilwa UIN Sunan Kalijaga rdaterspektif figh

siyasah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi iadalah untuk
mengetahui Mekanisme Pemilwa UIN Sunan Kalijagaamaperspektif
figh siyasah
2. Kegunaan Penelitian adalah:
Untuk menjelaskan mekanisme Pemilwa UIN Sunan &gdij dalam

perspektif figh siyasah

D. Kajian Pustaka
Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, etlarépa skripsi
yang membahas topik yang relevan dengan topik ydikgji penulis,
diantaranya adalah: Kajian pertama yang telah dittap yaitu sebuah skripsi
karya Zainal Arifin dengan judul “ KPU Komisi Peihian Umum Tahun

1999 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Isl&m”

4 Zaenal Arifin,“ KPU, komisi Pemilihan Umum Tahun 1999 di Indonediam
Perspektif Islarh, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta UIN Sunaalkaga, 2004).



Pembahasan skripsi ini bermuara pada pengungkagarals, posisi
KPU di Indonesia pada tahun 1999 baik dalam kongekgal maupun konteks
politik dalam hukum Islam. Akan tetapi fokus dakripsi ini hanya pada
pelaksanaan pemilu tahun 1999 saja tanpa menjelaskantuk
pertanggungjawabannya.

Kedua adalah karya Edusanto “Komisi Pemilihan Umum Persepektif
Hukum Islam® dalam skripsi ini pembahasan hanya ditekankan pada
eksistensi dan peran KPU sebagai penyelenggardip@mumum dipandang
dari sudut hukum Islam.

Ketiga adalah Makalah Abdul Khalid Boyan “RevitaksMahasiswa,
dalam hal ini Boyan menjelaskan tentang terbentakBewan Eksekutif
Mahasiswa (DEMA) untuk memanifestasikan semangetkg® mahasiswa
dalam konteks social”’, dalam hal ini DEMA diibaratk mempunyai fungsi
pengembangan bagi mahasiswa seperti negara. Dalantigan tersebut lebih
menitikberatkan kepada tindakan mahasiswa sebagaegentasi penerus
bangsa dengan sudut pandang pendekatan $osial.

Keempat adalah makalah Rohman dalam makalah “Pdirigem
Sistem Perpolitikan Indonesia dan Student GovernmiedIN”, dalam hal ini
ia membandingkan tentang negara hukum yaitu sigpemyelenggaraan

negara Indonesia dengan keadaan UIN sunan Kalijagag dimana dalam

® Edi Susanto, “Komisi Pemilihan Umum Persepektifkbim Islant Skripsi tidak
diterbitkan (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2005).

® Abdul Khalid Boyan, Revitalisasi Peran MahasiswaMalah disampaikan dalam
persyaratan menjadi Presiden Mahasiswa UIN Sunéjag@ Priode 2011-2013.



sistem pemerintahan Indonesia membagi pemerintakeindalam tiga
kekuasaan.

Sedangkan buku-buku yang bisa dijadikan rujukan puau
perbandingan dalam pembahasan ini, walaupun tidegara spesifik
membahas tentang persoalan Komisi Pemilihan UmuRPU[K akan tetapi
cukup menjadi rujukan dalam penyusunan skripsidan dapat menjadi
perbandingan dalam penyusunan skripsi ini.

Dari berbagai macam karangan/penelitian di atdamsepengamatan
yang penyusun lakukan belum ada karangan/penejiiag mengulas tentang
bagaimana pertanggungjawaban KPU sebagai lembageelpaggara
pemilihan umum perspektif siyasah. Maka dari lieraersebut peneliti ingin
mengupas tentang sistem penyelenggaraan Pemilwa Sdifan Kalijaga
dalam tataran penyelenggaraan negara dalam kopteis&x Hukum Islam,
karena dari literatur yang disebutkan belum adagyarembahas tentang

pelaksanaan Pemilwa UIN Sunan Kalijaga.

E. Landasan Teori
1. Hukum Asal Pemilihan Umum
Dalam pandangan Islam, hukum asal pemilu dan nikéibadiri di
dalamnya adalah mubah. Ini didasarkan pada kenydiahwa, pemilu
merupakaragad wakalaldalam hal aspirasi dan pendapat. Selama hukum

dan syarawvakalahnyatelah terpenuhi dan sejalan dengan prinsip Islam,

7 Rohman PerbandingarSistem Perpolitikan Indonesia dan Student GoverndidhN,
makalah diujikan dalam persyaratan menjadi Presiahasiswa UIN Sunan Kalijaga Priode
2011-2013.



maka absah-lah akad wakalah ters&dDalam sebuah riwayat dituturkan
bahwa, pada saéti’'at al-agabahll, Rasulullah saw. meminta 12 orang
sebagai wakil dari 75 orang Madinah yang membéaigdiau saw. Lalu, 75
orang tersebut memilih 12 orang sebagai wakil nmeerék menunjukkan
bahwa Rasulullah saw. telah melakukan aktivitasaldk Akan tetapi,
Pemilu dalam sistem Islam tentu saja berbeda depgenilu dalam sistem
pemerintahan demokratik. Asas, prinsip, maupunatujiwjuannya saling
bertolak-belakang dan bertentangan. Pemilu di dalmstem demokratik,
terikat dengan prinsip dan sistem demokrasi-sekuler
. Pemilu Dalam Sistem Pemerintahan Islam

Dalam sistem pemerintahan Islam, Pemilu merupakadiaruntuk
memilih anggota majelis ummat, serta salah sata @aslub) untuk
memilih seseorang yang akan dicalonkan sebagai l&kepegara
(khalifah)® Pada dasamya, fakta majelis ummat dalam pemesintstam
berbeda dengan fakta parlemen yang ada di dalaemsigemerintahan
demokratik. Keanggotaan, mekanisme pengambilan gpatd dan
wewenang majelis ummat berbeda dengan kenggotaakamsme
pengambilan pendapat dan wewenang yang ada dalarfempa
demokratik.
. Hukum mencalonkan dan dicalonkan dalam Pemilihan Umam

Meskipun hukum asal pemilu untuk memilih wakil raky
(perwakilan) adalamubah namun demikian, seorang muslim tetap harus

memperhatikan syarat-syarat yang ada di dalamnyanta syarat-

8 http://www.gaulislam.com/pemilu-dalam-pandangdars 14
® http://www.gaulislam.com/pemilu-dalam-sistem-peimehan-islam-24



syaratnya sesuai dengan al-Quran dan sunnah, madah-&hagad
perwakilan tersebut. Sebaliknya, jika syarat-sys@t bertentangan
dengan al-Quran dan sunnah, maigad perwakilan itu batal® Pada
dasarnya, ketika seorang telah menjaliad wakalahdengan orang lain
sesuai dengan syarat-syarat Islam, maka absalydaat sersebut. Bilai
fulan mewakilkan aspirasinya kepatidan yang lain, maka sah-ladgad
wakalahtersebut.

Demikian juga dalam pemilu saat ini. Seorang mushoieh
dicalonkan atau mencalonkan orang lain untuk menajae aspirasi. Bila
perkara yang diwakalahkan adalah perkargalh sedangkan rukun dan
syarat sah wakalahnya telah dipenuhi, maka sahdat wakalattersebut
. Kriteria Pemimpin dalam Perspektif Figih

Tafsir KPU atas UU Nomor 23/2003 tentang pemiluskien dan
Wakil Presiden, menjelaskan bahwa seorang kandidats sehat fisik.
Terlepas dari itu semua, bagaimana sebenarnya fikkbmandang
kesehatan fisik seorang pemimpin? Jawaban yang atibrradalah
pandangan al-Mawardi dalaad-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Walayat
al-Diniyyah Bahwa syarat-syarat seorang pemimpin adalah adil,
mempunyai kompetensjtihad, sempurna dan sehat panca-indra, tidak
cacat secara fisik, mempunyai visi kemaslahataralsdasgas dan berani,

serta mempunyai garis keturunan dari suku Qurétsy.

10 http:/ivww.gaulislam.com/pemilu-dalam-pandangdaris 34/.
M http:/iwww.islamlib.com
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F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Dalam menyusun skripsi ini, penulis bertumpu padaigpustaka
(library research).Penelitian akan dilakukan terhadap literatur-li@ra
yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dag gapat menunjang
pokok-pokok masalah.
2. Sumber Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam piandli adalah:
a. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data menbahai
hal variable yang berupa catatan, berupa catataky panduan,
artikel, Laporan Pertanggungjawaban lembaga, agemmu&rnet,
transkrip, laporan penelitian, buku, surat kakegypran, dan lain-lain.
Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menipéro
data mengenai kondisi obyektif kegiatan Pemilwa @iMan Kalijaga
seperti, sejarah diadakannya Pemilwa, hakekat daaran, tujuan,
seluruh kegiatan yang telah dilakukan, jadual Keagia landasan
hukum, serta pelaksanaan Pemilwa secara keseluruhan
Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berugsl flari
perhitungan pengumuman-pengumuman dalam hal-hal g yan
menunjukkan terhadap penyelenggaraan pemilwa.
Dalam penelitian ini, data primer yang digunakaalald data

yang bersumber dari:
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1) Panitia Pemilwa UIN Sunan Kalijaga
2) Peserta Pemilwa UIN Sunan Kalijaga
3) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan (PR 111)
4) Pembantu Dekan (PD llI)
5) Bidang Kemahasiswaan/Pengawas
b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara
menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksankskeyan tanya
jawab secara lisan, bertatap muka, dan dengansaréh tujuan yang
telah ditentukalf. Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah
teknik wawancara tidak terpimpin artinya wawancatidakukan
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang thaisun dan
dapat dikembangkan lebih mendalam dengan tidak img@ayg dari
pokok permasalahan.

Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui ganmbara
umum tentang sistem serta program-program dalanakgehaan
Pemilwa, pencapaian program serta hasil yang dicapa

c. Metode Trianggulasi

Dalam teknik pengumpulan data, trianggulasi diartisebagai
teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungdkainberbagai
teknik pengumpulan data dan sumber data yang éelahBila peneliti

melakukan pengumpulan data dengan trianggulasi rsekanarnya

2 suharsiniOp.Cit, him. 200.
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peneliti mengumpulkan data yang sekaligus mengejlikilitas data,
yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbadgaikgpengumpulan
data dan berbagai sumber data

1) Trianggulasi “teknik’pengumpulan data (bermacam-amaccara

pada sumber yang sama)

Observasi

Parsitipatif

Wawancara Sumber
mendalam Data sama
Dokumentasi

2) Trianggulasi “sumber” pengumpulan data (satu teknik

pengumpulan data pada bermacam-macam sumber da@)A,

Wawancara

13 Prof. Dr. SugiyonoMetode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&DBandung:
Alfabeta, 2010). him. 241.
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d. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, data-grsebut
dibaca, dipelajari dan selanjutnya dianalisis. Asialyang digunakan
adalah analisis deskriptif kualitatif ditujukan ukt mendapatkan
informasi tentang berbagai kondisi lapangan yangita¢ tanggapan
dan pandangan terhadap pelaksanaan program perlgeata kondisi
lingkungan sosial ekonomi dan daerah sample. Hasilisis kualitatif
berupa perbandingan kondisi riil di lapang yangedjeh dari
pendapat-pendapat berbagai unsur yang terlibatsisugg dalam
pelaksanaan program perkuatan UMKM dengan kondesali yang
diperoleh dari studi pustaka dimana teknik ini mekiipsikan data-
data yang ada kemudian dilakukan analisa sehinggeraieh
gambaran yang jelas tentang objek yang akan ditEit kemudian

dilakukan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan
Guna memudahkan dalam pembahasan dan agar alukifgendan
penulisannya sistematis, konsisten dan integratkanpenulis menyusun
sistematika pembahasan dalam penulisan peneliian i
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdpii titga bagian, yaitu
bagian formalitas, bagian inti dan bagian akhirgiBa formalitas terdiri dari

halaman pengesahan, halaman motto, halaman perdsambata pengantar,
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daftar isi, dan daftar tabel. Sedangkan inti skiiggerdiri dari 4 (empat) bab,
yaitu:

Bab Pertama Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah yang
menyebabkan penulis melakukan penelitian atas PemiUmum Mahasiswa
UIN Sunan Kalijaga perspektif politik hukum Islammmusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerateyk® metode penelitian,
dan sistematika pembahasan. Hal ini akan menjadiradasar penelitian.

Bab Kedua Gambaran umum, meliputi gambaran umum Pemilwa
UIN Sunan Kalijaga yang mencakup penjelasan sej&amilwa di UIN
Sunan Kalijaga yang mana akan dipaparkan selurupiatee yang
berlangsung selama kegiatan Pemilwa, selain itandiecnkan semua panitia
dari fakultas dan universitas, hasil observasi darahasiswa terkait
pelaksanaan Pemilwa, tahap persiapan, perencara@m dimuat beserta
realisasinya yang dapat dibuktikan dengan lapoenmapggungjawaban. Di
samping itu juga akan dipaparkan gambaran umum eproBemilwa
berlangsung.

Bab Ketiga Analisis Pemilwa di UIN Sunan Kalijaga. Pada bab in
penulis mencoba untuk mengambil beberapa kegiatamiwa dengan
melampirkan UU Pemilwa yang digunakan selama sebagaan dalam
berlangsungnya Pemilwa sehingga jelas dapat desmdegiatan itu relevan
dengan Politik Hukum Islam secara detail dan temperDengan demikian,
penulis akan lebih mudah untuk melakukan klarifikagkanisme Pemilwa di

UIN Sunan Kalijaga perspektif politik hukum Islam.
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Bab Keempat Kesimpulan dan Penutup, dari keseluruhan
pembahasan skripsi secara menyeluruh yaitu jawdhermrumusan masalah,

memaparkan kelebihan dan kekurangan serta saran-sar



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, Panitia Pemiliumum

Mahasiswa (KPUM) sebagai lembaga penyelenggaralipeamimelalui sudut

pandang siyasah lebih idealnya, lembaga KPUM haresiberikan laporan

pertanggungjawaban secara langsung kepada:

1. Al-ikntiyar al-ummah;yakni KPUM memiliki kewajiban melaporkan
pertanggungjawaban selama bertugas kepada masy&aikg@us yang
memiliki hak memilih dengan cara publikasi.

2. Ahl al-hall wa al-‘aqd yaitu KPUM atau panitia pemilihan umum
bertanggungjawab kepada Dema, karena Anggota Deipasisikan
sebagai bagian pemerintah.

3. Majlis Syura(lembaga permusyawaratan); KPUM disamping memberika
laporan kepada Presiden, Dema dan masyarakat kammaka laporan
pertanggungjawaban dibacakan didepMfajlis Syura atau penulis
memposisikan kepada Sema.

Yang nantinya akan dilanjutkan dengan cara ;

1. Bay’ah; yakni pilihan rakyat atas pemimpin, yang dilanjutkdengan
pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan di depagaagema.

2. ljma’ (konsekuensi); mungkin hanya melalui pemilwalahasyarakat

kampus bisa memperoleh konsensus/kesepakatan nagngeapa

78
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pemimpinnya dan bagaimana cara dia menjalankan a sert
mempertanggungjawabkan kepemimpinannya sekaligussialsasi

pemimpin yang baru dengan pemilihan yang demokratis

B. Saran-Saran
Setelah melihat hasil penelitian ini, maka saramgydiberikan peneliti
sebagai berikut:

1. Pihak birokrasi kampus: agar mampu menyatukan psirsegenap civitas
akademika, terutama dalam membangun idealisme nsal@abIN Sunan
Kalijaga. Menyesuaikan cita-cita kampus untuk bettserta membangun
kampus dengan pemimpin yang amanah dengan tujudun imtelektual
mahasiswa pada bidang konsentrasi ilmu masing-gasan mampu
membangun fakultasnya lebih baik dan maju baik itspir dan
intelektualnya.

2. Pihak panitia Pemilwa: mampu memberi cerminan balem bentuk sifat
dan sikap yang tidak menyimpang dari kode etik Keasswaan dan
terwujud kepanitiaan yang lebih santun dan mendaleangan banyaknya
warna tanpa ada pengedepanan dari satu golonganTsdak semena-
mena terhadap hak mahasiswa dalam menentukan hbk $ehingga
mampu mewujudkan cita-cita luhur pendidikan kamyargy idealis sesuai
Syari'at Islam.

3. Pihak peserta Pemilwa: agar mampu bersikap kmthadap berbagai

situasi dan mampu menganalisis terhadap setiagtipexiyang ada.
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C. Penutup

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engleaiukesulitan
dan kesedihan. Aku berlindung kepada engkau déimehan dan kemalasan.
Aku berlindung kepada Engkau dari kebakhilan dam loi@ti pengecut. Aku
berlindung kepada Engkau dari terjerat gutang eeimtas oleh orang lain.

Ya Allah perkuatkan ukhuwah Islamiyah ini. SematKesabaran
dalam dada kami supaya selalu dapat menjaga cang gejati. Rengkuh
kami dalam kasih sayang-Mu. Satukan kami semuardat@an dan Islam.
Akhirkan kami dalam khusnul khatimah dan pertemukami kelak dalam

singgasana terindah. Amfn.

! Doa terhindar dari kesusahan dan kesulitan yaamlil dari buku karya ‘Aidh bin
‘Abdullah Al-Qarni, Jadilah Wanita Yang Paling Berbahagipenerjemah: Bahrun Abu Bakar
lhsan Zubaidi, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 20066).173

% Doa untuk kami, saudara semuslim, ditulis pada Kamis, 24 Februari 2010 pukul
08.30 WIB
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LAMPIRAN |

Terjemahan Kutipan Arab, Ayat Al-Qur’an

NO

Him

FN

Terjemahan

BAB IV

55

6

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (memjageruan

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan merek

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dagkia
menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikeypa#a
mereka.

55

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah karadaiu lemah
Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikagsKagi

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri |dari

sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, molaoifdh
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengankanere
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah méaithan
tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesunggaihn
Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepldga-

62

15

Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkamlaipun bag
mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalasan
itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekéaka
bertawakkallah kepada Allah.

=




Lampiran ||
BIOGRAFI TOKOH

1. Al- Mawardi

Ulama penganut mazhab Syafi'i ini bernama lengklp & Hasan Al
bin Habib al Mawardi. Lahir di kota pusat peradalislam klasik, Basrah
(Baghdad) pada 386 H/975 M, Al Mawardi menerimadidikan pertamanya
di kota kelahirannya. la belajar ilmu hukum dariuhA®asim Abdul Wahid as
Saimari, seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yanketeal. Kemudian, pindah
ke Baghdad melanjutkan pelajaran hukum, tata ball@sakesusastraan dari
Abdullah al Bafi dan Syaikh Abdul Hamid al Isfraifdalam waktu singkat ia
telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, sepadis dan figh, juga
politik, filsafat, etika dan sastra.

Sebagai seorang penasihat politik, Al Mawardi mepegtirkedudukan
yang penting di antara sarjana-sarjana Muslim. d#&kui secara universal
sebagai salah seorang ahli hukum terbesar padanmgmaAl Mawardi
mengemukakan figh madzhab Syafi'i dalam karya bgsaAl Hawi, yang
dipakai sebagai buku rujukan tentang hukum mazhadii'Soleh ahli-ahli
hukum di kemudian hari, Buku ini terdiri 8.000 hakn, diringkas oleh Al
Mawardi dalam 40 halaman berjudul Al Igra. sedangkaryanya yang lain
adalah: Al Ahkaam Al Shultoniyah (Hukum-hukum Kekaan).

2. Prof.Dr.H. A. Hafiz Anshary AZ, MA

Terpilih sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum PeeidD07-2012
secara aklamasi dalam rapat pleno pertama KPUg&ehalam 23/10/2007).
Rapat pleno yang dihadiri semua anggota KPU sepakatilih suami dari
Dra. Hj. Noor Wahidah, M.Ag ini, karena pengalamgmnn dalam
penyelenggaraan Pemilu. Lahir di Banjarmasin, PivKalimantan Selatan
tanggal 14 Agustus 1956, ayah dari 2 (dua) puiranenamatkan pendidikan
dari SD, Madrasah Mualimin Pondok Pesantren DalaissaViartapura,
Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap Fakultas SyawdN Antasari di
Banjarmasin. Setelah meraih gelar sarjana, tahumtaerikutnya dihabiskan
di Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatull@gutat, Jakarta, hingga
berhasil meraih S2 dan gelar Doktor bidang Sej®edadaban Islam. Karir di
bidang akademik di IAIN Antasari Bajarmasin dirniejak tahun 1982-1983.
Di IAIN Antasari pula ia melakoni karir akademik ng gemilang hingga
diangkat menjadi guru besar Sejarah Peradaban lglaom 2002. Di luar
IAIN Antasari, pengalamannya di bidang politik dg@emerintahan meliputi
jabatan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan 2003305. la
mengundurkan diri pada bulan April 2005 karena Rilkada 2005, sebagai
Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Pengalathdndang organisasi
antara lain Ketua Umum Lembaga Studi Islam dan Kyemakatan (LSIK)
Jakarta (1991-sekarang), Ketua MUI Kalimantan &elgtl996-2011) Prof.
Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA juga menghasilkanjs@lah karya ilmiah
yang sudah dipublikasikan.



INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN MAHASISWA

HARI/TANGGAL/BULAN
TEMPAT DAN WAKTU

1. Nama
Fakultas/jurusan

N

Semester

Keikutsertaan ekstra/intrakurikuler kampus:

Bagaimana pendapat Anda dengan Pelaksanaan Pemilwa di kampus UIN?
Tahukah Anda Historis atau sejarah Pemilwa?

Selama Anda mengikuti Pemilwa nilai apa sgjakah yang Anda Peroleh?
Bagaimana pendapat Anda dengan pel aksanaan Pemilwa yang sudah berlalu?

© ©®© N o 0k~ w

Apakah ada manfaat atau kegunaan dari Pemilwa sendiri yang Anda peroleh?
10. Adalah pesan/kesan untuk pemilwa?



INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN BEM F

HARI/TANGGAL/BULAN :
TEMPAT DAN WAKTU

Nama

2. Fakultag/jurusan

© N o O

Semester

Anda sebagai anggota BEM J adalah peran utama dalam Pemilwa, bagaimana
pandangan Anda terkait Pemilwa sendiri?

Apakah Andatahu sgjarah Pemilwa?

Apakah Anda sebagai BEM J tahu dasar hukum dan undang-undang Pemilwa?
Apakah harapan ke depan calon yang diusung dari Fakultas Anda?

Dari hasil evaluasi sudahkah harapan itu sesuai yang dibutuhkan fakultas
Anda? Sebutkan!

Nilal apa sajakah yang diharapkan dari pihak BEM J sendiri dengan

pel aksanaan Pemilwa?

10. Adakah pesan yang diharapkan untuk Pemilwa ke depannya?
11. Adakah kesan dari panitia Pemilwa yang sudah berlangsung?



INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEMBANTU REKTOR 111

HARI/TANGGAL/BULAN :
TEMPAT DAN WAKTU

. Nama
. Kedudukan

3. Sudah berapalama menjabat di kedudukan sekarang?

4. Bagaimana pendapat Anda terkait Pemilwa yang sudah berlangsung dari tahun

ketahun?
. Adakah perbedaan atau perubahan yang signifikan dengan pelaksanaan
Pemilwa?

. Apakah ada landasan hukum Pemilwa sendiri?

7. Bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan pemilwa dengan landasan hukum

yang ada?

. Menurut Anda adakah historisitas yang urgen perubahan namadari Pemira ke
Pemilwa?

. Nilal apa sajakah yang diharapkan dari pihak Rektorat sendiri dengan

pel aksanaan Pemilwa?

10. Adakah manfaat yang diharapkan dari pihak rektorat dengan pelaksanaan

pemilwa?

11. Adakah pesan yang akan disampaikan untuk Pemilwa yang sudah ada maupun

yang akan datang?



INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEMBANTU DEKAN 111

HARI/TANGGAL/BULAN :
TEMPAT DAN WAKTU

Nama
Kedudukan

3. Sudah berapalama menjabat di kedudukan sekarang?

4. Bagaimana pendapat Anda terkait Pemilwa yang sudah berlangsung dari tahun

ketahun?

Adakah perbedaan atau perubahan yang signifikan dengan pelaksanaan
Pemilwa?

Apakah ada landasan hukum Pemilwa sendiri?

7. Bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan Pemilwa dengan landasan hukum

10.

11.

yang ada?

Menurut Anda adakah historisitas yang urgen perubahan namadari Pemira ke
Pemilwa?

Nilai apa sajakah yang diharapkan dari pihak Fakultas sendiri dengan

pel aksanaan Pemilwa?

Adakah manfaat yang diharapkan dari pihak Fakultas dengan pelaksanaan
Pemilwa?

Adakah pesan yang akan disampaikan untuk Pemilwa yang sudah ada maupun
yang akan datang?
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PEDOMAN DOKUMENTAS

Sejarah berdirinya Pemilwa

Manual acara Pemilwa Universitas
Laporan Hasil Pemantauan Pemilwa
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Photo kegiatan berlangsung

Photo gedung



UNDANG UNDANG
REPUBLIK MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA
NOMOR 26 TAHUN 2010
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS,
ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS, KETUA
BEM-F, BEM-J, BEM-PS
SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA

Menimbang:

a.

Bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan mahasialaan
pemerintahan mahasiswa sesuai dengan konstitusARD/
KBMU pemilihan umum Anggota Senat Mahasiswa
Universitas, Anggota Senat Mahasiswa Fakultas, K8tEM-F,
BEM-J, dan BEM-PS serta presiden dan wakil presiden
mahasiswa dilaksanakan secara langsung oleh mah@asis

. Bahwa Pemilihan umum Anggota Senat Mahasiswa Usiteey;

Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua BEM-F, BEM-J, d&MB

PS, serta Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa
diselenggarakan secara demokratis dan beradab rdenga
partisipasi mahasiswa seluas-luasnya yang dilaksana
berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rghagialan

adil;

bahwa pemilihan umum mahasiswa (pemilwa) perlu
diselenggrakan lebih berkualitas dengan partisipzehasiswa
seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asgsutwy,
umum, bebas, jujur, rahasia, adil;

. bahwa pemilwa untuk memilih Anggota Senat Mahasiswa

Universitas, Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua BENBHEM-J,
dan BEM-PS serta Presiden dan wakil Presiden Msfasi
harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akutitabidan
legitimasi;

. Bahwa UU pemilwa no. 25 tahun 2008 sudah tidak aesu

dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyaraka
kampus, karena itu perlu diadakan perubahan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d,hdauf e
diatas perlu ditetapkan Undang-Undang tentang FHenil
Umum Mahasiswa (Pemilwa) Anggota Senat Mahasiswa
Universitas, Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua BENBHEM-J,

dan BEM-PS serta Presiden dan wakil Presiden Malvasi

Mengingat:

1.

Konstitusi AD/ART dan GBHU KBM UIN SUNAN
KALIJAGA



2. Undang-undang nomor 23 tahun 2008 tentang ParthtikPo
Mahasiswa

Dengan Per setujuan Bersama
SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS
dan
PRESIDEN MAHASISWA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN
UMUM MAHASISWA ANGGOTA SENAT
MAHASISWA UNIVERSITAS, SENAT
MAHASISWA FAKULTAS, KETUA BEM-F,
BEM-J, BEM-PS, SERTA PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN MAHASISWA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan umum mahasiswa yang selanjutnya disebut

PEMILWA adalah sarana pelaksanaan kedaulatan nsaveasi
dalam pemerintahan mahasiswa yang berdasarkan itkgnst
AD/ART KBMU UIN Sunan Kalijaga,;

2. Senat Mahasiswa Universitas, Senat Mahasiswa Fakalan
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Badarelgks
Mahasiswa Jurusan, Badan Eksekutif Mahasiswa Rro&tadi
serta Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa séfgajisecara
berturut-turut disebut SEMA-U. SEMA-F, Ketua BEMBEM-
J, BEM-PS serta Presiden dan wakil Presiden Malasis

3. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnyselolit
KPUM adalah lembaga yang bersifat institusionatage dan
mandiri untuk menyelenggarakan pemilwa;

4. Panitia Pemilwa Universitas yang selanjutnya diseBRU,
Panitia Pemilwa Fakultas yang serlanjutnya dis&if adalah
pelaksana pemilwa di tingkat universitas dan faaulyyang
merupakan bagian dari KPUM;

5. Pengawas pemilwa adalah panitia pengawas pemileaitigp
pengawas pemilwa universitas, panitia pengawas lpemi
fakultas yang melakukan pengawasan terhadap sepmsges
penyelenggaraan Pemilwa;

6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar sebagssiswa
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yoggga;

7. Peserta pemilwa adalah partai politik dan persemnarcalon

anggota Senat Mahasiswa Universitas, Senat Malasisw

Fakultas, Ketua BEM-F, BEM-J, BEM-PS serta Presidan



wakil Presiden Mahasiswa yang diutus oleh PartalitilPo
mahasiswa,

8. Calon Ketua BEM-F, BEM-J, BEM-PS serta calon presidan
wakil presiden mahasiswa selanjutnya disebut cataion
adalah peserta pemilwa presiden dan wakil presmahsiswa
yang diusulkan oleh partai polittk yang telah menten
persyaratan;

9. Partai Politik mahasiswa adalah partai politik peEs@emilwa
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang partdikpol
mahasiswa nomor 22 tahun 2006 tentang Pemilwa Anggo
Senat mahasiswa Universitas, Senat mahasiswa &akiktua
BEM-F, BEM-J dan BEM-PS serta Presiden dan waléskien
Mahasiswa,;

10. Pemilih adalah mahasiswa UIN Sunan Kkalijjaga yang
memenuhi syarat/ kriteria sebagai pemilih dalamilvesn

11. Kampanye pemilwa adalah kegiatan peserta pemilwa
dan/atau calon anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F,
BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil Presiden
Mahasiswa untuk meyakinkan para pemilih dengan markan
program-programnya.

12. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya diseb8t TP
adalah tempat pemilih memberikan suara pada harupgutan
suara,

13. Bilangan pembagi pemilih yang selanjutnya disingkat
dengan BPP adalah bilangan yang diperoleh daril hasi
pembagain jumlah suara sah dengan jumlah kursiadradh
pemilwa untuk menentukan jumlah perolehan kursigp@olitik
peserta pemilwa dan terpilihnya anggota SEMA-U, $EM
Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dakilw
Presiden Mahasiswa,;

14. Tahapan penyelenggaraan pemilwa adalah rangkaian
kegiatan pemilwa yang dimulai dari pendaftaran giemi
pendaftaran peserta pemilwa, penetapan pesertalwami
penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota SEMAHgdgota
SEMA-F dan Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, Presiden
dan Wakil Presiden, kampanye, Pemungutan dan pengiain
suara, penetapan hasil pemilwa, sampai dengan papao
sumpah/ janji anggota SEMA-U, SEMA-F dan Ketua BEM-
BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan Wakil Presiden
mahasiswa.

Pasal 2
Pemilwa dilaksanakan berdasarkan asas langsungnubabas,
rahasia, jujur dan adil.
Pasal 3



Pemilwa dilaksanakan untuk memilih anggota SEMASEMA-F
dan menentukan Ketua BEM-F, BEM-J dan BEM-PS serta
Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa.

Pasal 4

Pemilwa anggota SEMA-U, SEMA-F dan Ketua BEM-F, BEIM
dan BEM-PS serta Presiden dan wakil Presiden Malvasi
dilaksanakan setiap 1,5 (satu setengah) tahuni.sekal

Pasal 5

Pemilwa harus sudah menghasilkan anggota SEMA-W/AE
dan menentukan Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta
Presiden dan wakil presiden mahasiswa terpilimsiedd-
lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatakhir.

Pasal 6

1. Peserta pemilwa untuk memilih anggota SEMA-U, Arggo
SEMA-F adalah partai politik;

2. Peserta pemilwa untuk memilih ketua BEM-F, BEM-&nd
BEM-PS serta Presiden dan wakil presiden mahasaiedah
perseorangan yang diusulkan partai politik.

Pasal 7

1. Pemilwa untuk memilih anggota SEMA-U, dan SEMA-F
dilaksanakan dengan sistem proporsional dengamrdeftion
terbuka;

2. Pemilwa untuk memilih Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEN-P
serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa dilaksa
dengan sistem distrik berwakil banyak.

BAB 11
PESERTA PEMILWA
Bagian pertama
Peserta pemilwa dari partai politik mahasiswa
Pasal 8

1. Partai politik mahasiswa dapat menjadi peserta lpemapabila
memenuhi syarat:

a. Diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undandplie
mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) nomor 23
tahun 2010 tentang Partai politik mahasiswa;

b. Mempunyai kepengurusan tetap sekurang-kurangnydebii
satu dari seluruh jumlah fakultas yang ada;

c. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 300 (tiga ratosang
dari jumlah mahasiswa di Universitas Islam NegédtN) Sunan
kalijaga Yogyakarta dengan dibuktikan KTM, KRS/KPRtu
slip pembayaran SPP semester terakhir;

d. Mendaftarkan diri dengan mengajukan nama dan tgadabar
partai politik kepada KPUM.

2. Partai politik yang telah terdaftar, tetapi tidakemmenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat @R tdpat
menjadi peserta pemilwa;



. Penetapan tata cara penelitian, pelaksanaan pamelidan

penetapan keabsahan kelengkapan syarat-syaratasebag
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menda@MB
UIN Sunan Kalijaga dan bersifat Final,

. Menteri Dalam Negeri DEMA UIN Sunan Kalijaga mengdan

tata cara penelitian dan pelaksanaan penelitiabskéan syarat-
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

. Peserta Pemilwa untuk Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-P

serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa adalah calon
yang diusulkan oleh partai politik mahasiswa ;

. Pengumuman calon Presiden dan wakil presiden nsatesi

yang dicalonkan oleh partai politk mahasiswa dapat

dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian daftan ca

Pemilwa Anggota Senat Mahasiswa Universitas, Senat

Mahasiswa Fakultas, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS.
Pasal 9

Dalam mengajukan nama dan tanda gambar partaikpolit

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) hupértai
politik dilarang menggunakan nama dan tanda garydozy
sama dengan:

. Bendera atau lambang negara Republik Indonesidatalnang

Pemerintah;

. Nama, bendera, atau lambang negara lain ,dan atau

lembaga/badan internasional

. Lambang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
. Nama dan gambar seseorang; atau
. Memilki nama, lambang dan tanda gambar yang menguny

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya deragtai
politik lain dilingkungan kampus UIN Sunan kalijaga
Yogyakarta.

Pasal 10

Calon anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-and

N -
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BEM-PS, serta Presiden dan wakil presiden mahadisies
memenuhi sayarat:

. Bertagwa kepada Allah SWT;
. Terdaftar sebagai mahasiswa UIN Sunan Kkalijaga teah

duduk di minimal semester 3 ketika dicalonkan;

. Mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakgas

dan kewajibannya;

. Tidak sedang menjadi Ketua/ wakil ketua di lembaga

kemahasiswaan di UIN yang mempunyai AD/ART tersendi
yang dibuktikan dengan surat keterangan;

. Terdaftar sebagai pemilih;
. Memiliki daftar riwayat hidup;
. Calon presiden dan wakil presiden adalah mahasigavay

belum pernah menjabat sebagai presiden dan wa&#idem



mahasiswa dilingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta;

. Bersedia membuat tulisan tentang visi, misi dancaea

strategis selama pemerintahannya mendatang;

. Setia kepada konstitusi AD/ART KBMU UIN Sunan Kafip

Yogyakarta.
BAB I
HAK MEMILIH
Pasal 11

Seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itildrhak

AW

NO TO

3.
4. Setiap anggota KPUM mempunyai hak suara yang sama.

memilih pada hari pemungutan suara.

Pasal 12

. Mahasiswa dapat menggunakan hak pilihnya apabilaenahi

persyaratan sebagai pemilih;

. Persyaratan sebagai pemilih mahasiswa UIN sebagaima

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

. Mempunyai KTM yang masih berlaku/KRS/KPRS /KHS/sli

pembayaran SPP semester terakhir;

. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.

BAB IV
PENYELENGGARA PEMILWA
Bagian pertama
Pasal 13

. Pemilwa diselenggarakan oleh KPUM vyang Dbersifat

Institusional, tetap dan mandiri ;

. KPUM terdiri atas unsur partai-partai politik maisag peserta

pemilwa dan pemerintahan mahasiswa yang bertanggwap
kepada presiden mahasiswa;

. KPUM Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilwa
. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUM menyampaikarrdapo

tahapan penyelenggaraan Pemilwa kepada Presideasinah.
Pasal 14

. Jumlah anggota
. KPUM disesuaikan dengan aturan perundang-undangan
. PPU sebanyak-banyaknya 30 orang

PPF sebanyak-banyaknya 30 orang

. Keanggotaan KPUM, PPU dan PPF terdiri atas seokaitgpn

merangkap anggota, dibantu seorang wakil ketua rmgkeg
anggota dan beberapa anggota;
Ketua KPUM dipilih dari dan oleh anggota KPUM;

Pasal 15

Untuk menjaga kemandirian, integritas dan kred#sli KPUM

menyusun kode etik yang bersifat mengikat sertéveipatuhi
oleh KPUM



Pasal 16

1. Untuk memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kbkle e
yang dilakukan oleh anggota KPUM, dibentuk Dewan
Kehormatan KPUM yang bersifatl hoc;

2. Keanggotaan Dewan Kehormatan KPUM sebanyak 3 (tiga)
orang terdiri atas seorang ketua dan anggota-aamggahg
dipilih dari dan oleh anggota KPUM,;

3. Dewan Kehormatan KPUM merekomendasikan tindak tanju
hasil pemeriksaannya kepada KPUM;

4. Mekanisme kerja Dewan Kehormatan KPUM ditetapkagh ol
KPUM.

pasal 17
Keuangan KPUM bersumber dari dana DIPA UIN Sunalijd¢a
Yogyakarta.
Pasal 18
1. Struktur organisasi penyelenggara Pemilwa tertts &PUM,
PPU dan PPF;

. PPU adalah pelaksana pemilwa ditingkat Universitas;

. PPF adalah pelaksana pemilwa ditingkat Fakultas;

. Tugas PPU dan PPF sebagaimana dimaksud pada dgat3?

berakhir | bulan setelah pemungutan suara;

5. Untuk mengawasi pelaksanaan pemilwa, KPUM membentuk
pengawas Pemilwa.

A WN

Pasal 19

Syarat untuk menjadi anggota KPUM, PPU dan PPFadala

1. Tercatat sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yiagya;

2. Minimal duduk di semester 3 (Tiga);

3. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur daiil;a

4. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya
pemilwa; tegaknya demokrasi dan keadilan;

. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang system
ketatanegaraan, system kepartaian, sistem dansprose
pelaksanaan pemilwa;

. Bersedia bekerja sepenuh waktu;

. Keanggotaan KPUM terdiri dari 1 (satu ) orang waddri
masing-masing Partai politik Mahasiswa peserta |iean
umum dan 2 orang unsur pemerintahan Mahasiswanglkat
Universitas (DEMA), dan 2 orang dari unsur Profaaip

8. anggota KPUM dari unsur partai harus menunjukkarmatsu

mandat dari pimpinan partai politk mahasiswa yang
bersangkutan;

9. anggota KPUM dari unsur pemerintah harus menunjulskaat

mandat dari Presiden mahasiswa;

10.  Wakil partai politik Peserta pemilihan umum ditd@n

oleh masing-masing pimpinan pusat partai politikhasasswa
dan wakil pemerintah ditetapkan oleh presiden mawas

(62}
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11. KPUM terdiri dari seorang Ketua, wakil ketua, se#rs
umum, wakil sekretaris umum, Bendahara dan bebatayiai;

12. Masa keanggotaan KPUM, adalah 3 Bulansejak
pengucapan sumpah/Janiji;

13. Aggota KPUM, PPU, PPF berhenti antar waktu karena:

a. Meninggal dunia

b. Mengundurkan diri

c. Melanggar sumpah/janiji.

Bagian kedua
Komis Pemilihan Umum
Pasal 20

Tugas dan wewenang KPUM dalam pemilwa adalah:

1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilwa;

2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahateksgnaan
pemilwa;

3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengédwaaali
semua tahapan pelaksanaan pemilwa;

4. menetapkan waktu, tanggal dan tata cara pelaks&aaapanye
dan pemungutan suara pemilwa anggota SEMA-U, SEMA-F
Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, serta Presiden wakil
presiden mahasiswa;

5. Meneliti persyaratan partai politik mahasiswa yang
mengusulkan calon;

6. Meneliti persyaratan calon terpilih anggota SEMASEMA-F,
ketua BEM-F, BEM-J dan BEM-Ps, serta Presiden dakilw
presiden mahasiswa;

. Menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim kampanye;

. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suaran da
pengumuman hasil Pemilwa anggota SEMA-U, SEMA-Ruke
BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, serta Presiden dan Wakil
Presiden Mahasiswa,;

9. melakukan evaluasai dan pelaporan pelaksanaan vpgmil

kepada presiden mahasiswa;

10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diagélr ol
undang-undang.
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Pasal 21

KPU berkewajiban:

1. Memperlakukan peserta pemilwa secara adil dan sseana
menyukseskan pemilwa anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua
BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, serta Presiden dan Wakil
Presiden Mahasiswa,;

2. Memelihara arsip dan dokumen pemilwa anggota SEMA-U
SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presid
dan wakil presiden mahasiswa;

3. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan penatur
perundang-undangan;



. menyampaikan informasi kegiatan pemilwa anggota SHEM

SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presid
dan wakil presiden mahasiswa kepada mahasiswa;

. Melaporkan penyelenggaraan Pemilwa kepada presiden

mahsiswa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hasudseh
pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakgidee
mahasiswa pada Universitas;

. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yienignai

dari dana DIPA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

. Proses pengambilan dana anggaran Pemilwa dengan

sepengetahuan Menteri Keuangan DEMA UIN Sunan &G#ij

. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemilwa $epat

waktu.
Pasal 22

Tugas dan wewenang PPU Universitas adalah:

1.
2.
3.

ok

Merencanakan pelaksanaan pemilwa di Universitas.
malaksanakan pemilwa di Universitas.
melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suaragetag
SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS sert
Presiden dan wakil presiden mahasiswa di tingkaeusitas.
Mengkoordinasikan kegiatan PPF.
Menerima pendaftaran dan pengumuman Tim Kampanpa ca
di universitas

Pasal 23

PPU Universitas berkewajiban:

1.
2.
3.

Memperlakukan peserta pemilwa secara adil danasetar
menyampaikan informasi kegiatan pemilwa kepada siaha.
memelihara arsip dan dokumen pemilwa anggota SEMA-U
SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presid
dan wakil presiden mahasiswa

. mengelola barang infentarisi Pemilwa berdasarakematpran

perundang-undangan;

. menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses

pengaduan dari calon calon dan mahasiswa;

. menyampaiakan laporan secara periodik dan mempgenag

jawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan pemilwa kektM.

. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang

duteriama dari dana DIPA UIN Sunan Kalijaga Yogyéka

. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemilwa sepat

waktu di universitas.
Pasal 24

Tugas dan wewenang PPF adalah:

1.

2.

Merencanakan pelaksanaan pemilwa anggota SEMA-RjaKe
BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS di tingkat Fakultas.
melaksanakan pemilwa di tingkat fakultas.



3. merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilwatimjkat
fakultas.

4. Mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana pem@nggota
SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS dalam wilaya
kerjanya;

5. Menerima pendaftaran dan pengumuman Tim Kamparniga ca
calon di fakultas; dan

6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPd,RRU.

Pasal 25

PPF berkewajiban;

1. Memperlakukan peserta pemilwa secara adil danasetar

2. menyampaikan informasi kegiatan pemilwa kepada siaha.

3. memlihara arsip dan dokumen pemilwa serta mengéatang
infentaris Pemilwa berdasarakan peraturan perundang
undangan;

4. menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses
pengaduan dari calon calon dan mahasiswa;

5. menyampaikan laporan secara periodik dan mempejtizigg
jawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan pemilwa a&anggo
SEMA-U, SEMA-F dan Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS
serta Presiden dan wakil presiden mahasiswa kdpada

6. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yemngnal
dari dana DIPA kepada Fakultas.

7. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemilwaotangg
SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, tser
Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa secara vegdet di
fakultas.

Pasal 26
1. Pengadaan dan pendistribusian surat suara beseltagkapan
pelaksnaan pemilwa anggota SEMA U, SEMA F, KetudMBE
F, BEM-J, dan BEM-PS serta Presiden dan wakil gessi
mahasiswa dilaksnakan secara cepat, tepat dantakemgan
mengedepankan aspek kualitas dan hemat anggaran.

. Jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan olehNKPU

. Pengadaan surat suara beserta perlengkapan peaksan

pemilwa anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J,
dan BEM-PS, serta Presiden dan Wakil Presiden Makas
dilaksanakan oleh KPUM.

Pasal 27

1. Selama proses percetakan surat suara berlangsemgapanan
yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak sueaf s
sejumlah yang ditetapkan oleh KPUM dan harus menjag
kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.

2. Secara periodik surat suara yang telah selesaitalticdan
diverivikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang rhasrsimpan,
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dibuatkan berita acara yang ditandatangani olehakpih
percetakan dan petugas KPUM.

. KPUM mengawasi dan mengamankan desain, film spadasi

plat cetak yang digunakan untuk membuat surat ssatzelum
dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyiggann
Pasal 28

. KPUM menetapkan jumlah surat suara yang akan

didistribusikan.

. Pendistribusian surat suara dilakukan oleh KPUM.
. Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan eamiggota

SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, tser
Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa harus suietint
Panitia pelaksana fakultas selambat-lambatnya ¢a)(thari
sebelum pemungutan suara.
BAB V
PENDAFTARAN PEMILIH
Pasal 29.

. daftar pemilih yang telah ditetapkan pada saat kgalzaan

pemilwa Anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J,
dan BEM-PS, serta Presiden dan Wakil Presiden Mslas
digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilwa atmg
SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS, tser
Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

Pasal 30

. Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksuzhdahsal

29 KPUM menyusun dan menetapkan daftar pemilih stanz.

. daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud agata(1)

diumumkan oleh PPF untuk mendapat tanggapan maleasis

. Pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih searentapat

mendaftarkan diri ke PPF dan dicatat dalam dafemilh
tambahan.

. daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan ditetapkabagai

daftar pemilih tetap.

. daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan olek/KP
. tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapiah

KPUM.
BAB VI
PENCALONAN AGGOTA SEMA-U, SEMA-F SERTA
KETUA BEM-F, KETUA BEM-J, KETUA BEM-PS
Pasal 31

Calon diusulkan oleh partai politik mahasiswa pespemilwa

dengan menyertakan;

a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpipartai

b.

politik mahasiswa sesuai dengan tingkatannya
Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota SEM3ENA-
F, Ketua BEM-F, ketua BEM-J, ketua BEM-PS
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Curiculum Vitae

. Foto kopi KTM yang masih berkalu
. Karya Tulis ilmiah tentangudent Government untuk calon

Ketua BEM-F, ketua BEM-J, ketua BEM-PS

karya tulis ilmiah tentang Lembaga Legislatif untaklon

anggota SEMA-U dan SEMA-F sesuai dengan tingkatanny
Pasal 32

. KPUM meneliti surat pencalonan beserta surat-surat

kelengkapan persyaratan anggota SEMA-U, SEMA-F,u&et
BEM-F, BEM-J, dan BEM-PS

. KPUM memberitahukan secara tertulis hasil verifikas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpagai
politik calon selambat-lambatnya 1x24 jam sejalerititanya
surat pencalonan.

. Apabila calon belum memenuhi syarat atau ditolalehka tidak

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pastn9
pasal 31 partai politik mahasiswa yang mengajuledoncdiberi

kesempatan untuk melengkapi dan /atau memperbailt s
pencalonan beserta persyaratan calon atau mengaj#tan

baru paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak pemberitahinasil

penelitiaan persyaratan oleh KPUM.

. KPUM melakukan penelitian ulang dan/atau memperbaik

persyaratan calon calon sebagaimana dimaksud psda(®
dan sekaligus pemberitahuan hasil penelitaian kepaling
lambat 1x24 jam.

. Apabila hasil penelitaian berkas calon calon seibzaza

dimaksud dalam ayat (4) tidak memenuhi sayarat ditotak
oleh KPUM, partai Politik mahasiswa atau mahasigidak
dapat lagi mengajukan calon.

Pasal 33

. KPUM mengumumkan secara luas nama calon yang telah

memenuhi syarat sebagai peserta pemilwa setelaélitmam
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 berakhir.

. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1fpbérsil

dan mengikat.
Pasal 34

. Partai politik mahasiswa diperbolehkan menarik maya , atau

salah satu dari calon calon diperbolehkan mengladudiri
terhitung sejak ditetapkan sebagai calon anggot¥/SH,
SEMA-F, Ketua BEM-F, ketua BEM-J, ketua BEM-PS oleh
KPUM.

. Apabila partai politik mahasiswa menarik calonnyan datau

salah satu dari anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F
ketua BEM-J, ketua BEM-PS mengundurkan diri selmagia
dimaksud pada ayat (1) partai politik yang mendedontidak
dapat mengusulkan calon pengganti.



3. Apabila terjadi calon tunggal pada pemilihan Eksiéldisemua
tingkatan, maka KPUM harus menyediakan kotak faisokg
dalam kertas suara.

4. apabila hasil penghitungan suara kotak foto kostaigm kertas
suara lebih banyak dari jumlah perolehan suarancaloggal,
maka calon tunggal harus memperoleh 40% suara toti
suara sah jika tidak terpenuhi maka KPUM harus kudian
pemilihan ulang ditingkatan yang bersangkutan sedeagan
aturan perundang-undangan.

BAB VII
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MAHASISWA
Pasal 35

Calon pesiden dan wakil presiden mahasiswa diuswleh partai

politik mahasiswa peserta pemilwa.
Pasal 36

1. Penentuan calon presiden dan wakil presiden matmsis
dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai adeng
mekanisme internal partai politik yang bersangkutan

2. Calon presiden dan wakil presiden mahasiswa yarah te
diusulkan dalam satu calon oleh partai politik gmslb@ana
dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan tdgh partai
politik lainnya.

3. Partai politik mahasiswa mendaftarkan calon calcengy
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamzsasal

Pasal 37

Partai politik dalam mendaftarkan calon calon keJKPwajib
menyerahkan:

1. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpipartai
politik mahasiswa

2. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonarcatas yang
dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan papialitik
mahasiswa bermaterai 6000, -

3. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan setmlga
presiden dan wakil presiden mahasiswa secara barcal
bermaterai 6000,-

4. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebeajon
calon bermaterai 6000,-

5. Kelengkapan persyaratan calon presiden dan walkisigen

mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10; dan

. Naskah visi, misi, dan program dari calon calorasztertulis

. KPUM meneliti surat pencalonan beserta surat-surat

kelengkapan persyaratan calon calon

8. KPUM memberitahukan secara tertulis hasil penalitia
sebagaimana dimaksud kepada pimpinan partai politik
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mahasiswa dan calon calon selambat-lambatnya 7 degak
diterimanya surat pencalonan
9. Apabila calon calon belum memenuhi syarat atalaktkarena
tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalaa ga
dan pasal 23 partai politik mahasiswa yang mengajutalon
diberi kesempatan untuk melengkapi dan /atau meraper
surat pencalonan beserta persayaratan calon catan a
mengajukan calon baru paling lambat 1x24 jam sejak
pemberitahuan hasil penelitian persyaratan olehMPU
10. KPUM melakukan penelitian ulang dan/atau perbaikan
persyaratan calon calon sebagiamana dimaksud pasda(%
dan sekaligus pemberitahuan hasil penelitaian bepaling
lambat 5 (lima) hari
11. Apabila hasil penelitaian berkas calon calon seivagna
dimaksud dalam ayat (6) tidak memenuhi syarat date oleh
KPUM, Partai Politik Mahasiswa tidak dapat lagi majukan
calon.
Pasal 38
1. KPUM mengumumkan secara luas nhama-nama calon gatan
telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu pedate wakil
presiden mahsiswa sebagaimana dimaksud pada pagat £3)
pasal 6 dan pasal 23 1 (satu) hari setelah pemesgbagiamana
dimaksud dalam pasal ®&rakhir
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1jpbérsil
dan mengikat.
Pasal 39
1. Partai politik mahasiswa dilarang menarik calonman/atau
calon calon, atau salah satu dari calon calon alitgr
mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebalgin calon
oleh KPUM
2. Apabila partai politik mahasiswa menarik calonnyan datau
calon calon dan /atau salah satu dari calon calemgomdurkan
diri sebagiaman dimaksud pada ayat (1) partai ikolit
mahasiswa yang mencalonkan tidak dapat mengusuaiéim
pengganti.
Pasal 40
1. apabila calon wakil presiden mahasiswa terpilihhblEmgan
tetap, calon presiden terpilih dilantik menjadigpden
2. Presiden mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam (&yat
mengusulkan 2 (dua) calon wakil presiden mahasiss@ada
Anggota Senat Mahasisiwa Universitas untuk dipilin
3. apabila calon presiden mahasiswa terpilih berhalangtap,
calon wakil presiden terpilih dilantik menjadi picin
4. Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meékgusiua
calon wakil presiden kepada Senat mahasiswa Uitignsntuk
dipilih



5. apabila calon terpilih partai politik mahasiswa ee@ng
Pemilwa berhalangan tetap, maka calon calon presdin
wakli presiden mahasiswa peraih kedua ditetapkandidantik
sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa.

Pasal 41
Penentuan calon dilakukan secara demokratis danki@isesuai
dengan mekanisme internal partai politik yang begkatan
BAB VIII
PENGAWASPEMILWA
Pasal 42

Pengawas Pemilwa mempunyai tugas dan wewenang:

1. mengawasi semua tahapan pemilwa

2. memenrima laporan pelanggaran peraturan perundastegagan
Pemilwa

3. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapaéesisiean
kepada instansi yang berwenang

4. guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilwatpikak
lainnya harus memberikan kemudahan kepada Pengawas
Pemilwauntuk memperoleh informasi sesuai dengaatye@m
perundang-undangan

BAB IX
KAMPANYE
Bagian pertama
Kampanye
Pasal 43

1. Dalam penyelenggaraan pemilwa dapat diadakan kampan
pemilwa yang dilakukan oleh peserta pemilwa.

2. kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penygHesman
pemilwa .

3. kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ddakuk
selama 10 (sepuluh) hari dan berakhir 3 (tiga) &@lielum hari
pemungutan suara.

4. kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diges@n
oleh Tim kampanye yang dibentuk oleh calon, paptlitik
mahasiswa yang mengusulkan calon calon.

5. Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (&ftaliklan
ke KPUM bersamaan dengan pendaftran calon

6. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daakuk
secara bersama-sama atau secara terpisah olehceddondan
/atau oleh tim kampanye.

7. dalam kampanye, mahasiswa mempunyai kebebasan untuk
menghadiri kampanye.

8. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapledn
KPUM dengan memperhatikan usul dari calon calon.

Bagian kedua
L arangan



Pasal 44

Dalam kampanye dilarang;

1.

Mempersoalkan dasar Negara Repubilk Indonesia dan
pembukaan undang-undang dasar Negara Republik ésdon
tahun 1945;

. Menghina seseorang, agama suku, ras, golongam/ cilo atau

calon calon lainya;

. Menghasut atau mengadu domba antar perseorangapumau

antar kelompok mahasiswa

. Mengganggu ketertiban umum
. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menggunaka

kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggotasiavedna
dan/ atau calon calon yang lain;

. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampeaipe

calon; dan

. Calon calon dan/ atau tim kampanye dilarang meikjam|

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
mempengaruhi pemilih.

BAB X
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILWA
Bagian pertama
Pemungutan suara
Pasal 45

Hari, tanggal, Waktu dan tempat pemungutan suaralywea

anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, BEM-J, dan BEM
PS serta Presiden dan wakil presiden mahasiswayuin oleh
KPUM.

Pasal 46

. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suzledui

surat suara yang berisi nomor, foto, calon dan nama

. Nomor urut untuk calon calon Ketua BEM-F, ketua BEM

ketua BEM-PS serta presiden dan wakil presidentagikan
oleh KPUM berdasarkan undian.

. Jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara SR

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUM.
Pasal 47

. Pemberian suara untuk anggota SEMA-U, SEMA-F dkaku

dengan mencoblos gambar partai politik peserta lpendalam
surat suara

. Pemberian suara untuk Ketua BEM-F, ketua BEM-Jud&ket

BEM-PS dilakukan dengan mencoblos salah satu odddem
surat suara
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. Pemberian suara untuk presiden dan wakil presidamasiswa

dilakukan dengan mencoblos salah satu calon caltanmdsurat
suara.
Pasal 48

. Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempumlangan

fisik lain pada saat memberikan suaranya di TP&tddibantu
oleh petugas TPS atau orang lain atas permintaaiiilpe

. Petugas TPS atau orang lain yang membantu pemilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meratzasiak
pilihan pemilih yang dibantunya.

. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuepad#ta

pemilih sebagimana dimaksud pad ayat (1) dan agat (
ditetapkan oleh KPUM.
Pasal 49

. TPS ditentukan lokasinya ditempat yang mudah diang

termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamagpsegimilin
dapat memberikan suaranya secar langsung, belesgldzsia.

. Jumlah lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkéeh

KPUM.
Pasal 50

. sebelum melaksanakan pemungutan suara PPF melakukan
. pembukaan kotak suara;
. pengeluaran seluruh isi kotak suara

Pengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; serta

. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan garala
. Kegiatan PPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1at dap

dihadiri oleh saksi dari partai politik mahasisveajon calon,
pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan mahasiswarasec
umum.

. Kegiatan PPF sebagaimana dimaksud dalam ayat Glatdi

berita acara yang ditandatangani oleh Ketua PR¥selkurang-
kurangnya 2 (dua) anggota PPF dan dapat ditandataoteh
saksi dari partai politik mahasiswa.

Pasal 51

. setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksacdzasal

35, PPF memberikan penjelasan mengenai tata carangeitan
suara.

. dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan BPF

berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

. Apabila menerima surat suara yang ternyata rusakjilin

dapat meminta suart suara pengganti kepada PPR)dkam
PPF memberikan surat suara pengganti hanya 1 {saiu)

. Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikaarasya,

pemilih dapat meminta surat suara pengganti kefd2H&,
kemudian PPF memberikan surat suara pengganti hsetya
kali.
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. Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungstzara

ditetapkan oleh KPUM

Pasal 52

. pemilih yang telah memberikan suara di TPS dibanda

khusus oleh PPS.

. tanda khusus sebagiamana dimaksud pad ayat (lapkisan

oleh KPUM.
Pasal 53

. suara untuk pemilwa anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketlz\B

F, ketua BEM-J, ketua BEM-PS serta Presiden danilwak
presiden mahasiswa dinyatakan sah apabila;

. Surat suara ditandatangani oleh Ketua PPS dan
. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak esepat

yang memuat Calon, atau

Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segateyang
memuat nomor, foto dan nama calon calon yang telah
ditentukan, atau

. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih didalaahs satu

kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan naahangc
atau

. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis ketgikesnpat

yang memuat nomor, foto, dan nama calon calon.

. teknis pelaksanan tentang ketentuan sebagaimanaksliich

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPUM.
Bagain kedua
Penghitungan suara
Pasal 54

. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPF s&etela

pemungutan suara berkahir.

. Sebelum penghitungan suara dimulai, PPF menghitung;
. Jumlah pemilih yang berhak memberikan suara berkiasa

salinan daftar pemilih tetap untuk TPS

. Jumlah pemilih dari TPS lain

Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemditeik rusak

atau keliru dicoblos.

. Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan besta gang

ditandatangani oleh ketua PPF dan sekurang-kurangr(gua)
anggota PPF.

. Penghitungan suara dilakukan dan harus seles&8ioleh PPF

dan dapat dihadiri oleh saksi dari partai politiahasiswa,
pengawas pemilu secara keseluruhan.

. saksi partai politik mahasiswa harus membawa sonatdat

dari partai polittk mahasiswa yang bersangkutan dan
menyerahkan kepda ketua PPS.



6. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang nudamian
saksi partai politk mahasiswa, pengawas pemilun da
mahasiswa yang hadir dapat menyaksikan secara petses
penghitungan suara.

7. calon Anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, ketuaBE
J, ketua BEM-PS serta Presiden dan wakil presidenasiswa
melalui saksi partai politik mahasiswa yang hadmpat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitusgana
oleh PPF apabila ternyata terdapat hal-hal yanak tisesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

8. apabila keberatan yang diajukan oleh saksi partau a
mahasiswa sebagaiaman dimaksud dalam ayat (7) dapat
diterima, PPF seketika itu juga mngadakan pembetula

9. setelah selesai penghitungan suara di TPS, PPF uatrérita
acara dan sertfikat hasil penghitungan suara yaagdhtangani
oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orangaaad®PF
serta dapat ditandatangani oleh saksi partai bofiihasiswa.

10. PPF memberikan (1) ekslempar salinan berita acara d
sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksaippolitik
mahasiswa yang hadir.

11. PPS memnyerahkan berita acara, sertifikat hasil
penghitungan suara, surat suara, dan alat keleagkap
administrasi pemungutan dan penghitungan suaradkep®F
segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 55

1. Setelah menerima berita acara dan sertifikat pasighitungan
suara, PPF membuat berita acara penerimaan darkukata
rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat fakultasn ddapat
dihadiri oleh saksi partai politik mahasiswa, pemga pemilu
dan Mahasiswa.

2. setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungararas
disemua TPS dan wilayah kerjajurusan yang bersaagk&PF
membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasisilha
penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketaa d
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPF diéaada
tangani oleh saksi partai politik mahasiswa.

3. PPF wajib memberikan 1 (satu) ekslempar salinaitabacara
dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan auali PPF
kepada PPU.

Pasal 56

1. Setelah menerima berita acara dan sertifikat pasighitungan
suara, PPU membuat berita acara penerimaan darkukaia
rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat fakultasn ddapat
dihadiri oleh saksi partai politik mahasiswa, pemgsa pemilu,
dan Mahasiswa.
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. Saksi partai politik mahasiswa.harus membawa sunandat

dari partai politk mahasiswa yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada PPU.

. Calon calon dan mahasiswa melalui saksi partai tiboli

mahasiswa yang hadir dapat mengajukan keberathadsp
jalannya penghitungan suara oleh PPU apabila texrigadapat
hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan pergadan
undangan.

. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pagotditik

mahasiswa atau mahasiswa sebagaiamana dimasud agdam
(3) dapat diterima, PPU seketika itu juga mangaadaka
pembetulan.

. setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungararas

disemua wilayah kerjajurusan dan fakultas, PPU muinberita
acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungaara yang
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangny&u2)

orang anggota PPU serta ditanda tangani oleh paksii politik

mahasisiwa.

. PPU wajib memberikan 1 (satu) ekslempar salinaiigbacara

dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan auai PPU
kepada KPUM.
Pasal 57

. Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil pganghn

suara Pemilwa presiden dan wakil presiden mahasiswa
dilakukan oleh rapat pleno KPUM berdasarkan skdifhasil
penghitungan suara PPU.

. Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil pganghn

suara Pemilwa presiden dan wakil presiden mahasiswa
sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan dan ditetapkdam
rapat pleno KPUM dan dihadiri oleh saksi partai itpol
mahasiswa, pengawas pemilu dan Mahasiswa.

. Calon calon dan mahasiswa melalui saksi partatilpojiang

hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya
penghitungan suara oleh KPUM apabila ternayataaperdhal-
hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundatgrgan.

. KPUM wajib memberikan 1 (satu) ekslempar salinamitéde

acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungsuara
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandgtaimya
berita cara dan rekapitulasi hasil penghitungansskepada;

. Ketua SEMA-U

. Presiden Mahasiswa

. Partai politik yang mengusulkan calon; dan
. Calon.

BAB XI
PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PELANTIKAN
Pasal 58
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. penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan

pengumuman hasil pemilwa dilakukan oeh KPUM selamba
lambatnya 10 (sepuluh ) hari sejak hari pemungsitina.

. Penetapan jumlah kursi SEMA-U dan SEMA-F ditetapkan

berdasarkan pada kebutuhan kursi dimasing-masindpdga
tersebut sebagaimana ditetapkan dalam konstitusiARD
KBMU

. Quota suara untuk kursi SEMA-U dan SEMA-F yang dhjsh

masing-masing partai ditetapkan oleh KPUM

. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dda) hari

yang sama disampaikan oleh KPUM kepada:

. SEMA-U
. SEMA-F

Presiden mahasiswa

. Partai politik
. anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F, ketua BEM-J,

ketua BEM-PS terpilih.

BAB XI1
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59
Ketentuan-ketentuan mengenai KPUM, PPU, PPF, dan
pengawas pemilu yang belum diatur dalam undangngda
nomor 23 tahun 2006 tentang pemilu anggota SEMSEMA-
F, ketua BEM-F,BEM-J, BEM-P/s serta presiden dakilwa
presiden mahasiswa berlaku ketentuan undang-undang

Pasal 60
Anggota KPU, PPU, PPF serta anggota pengawas pemilu
dilarang menerima bantuan diluar dana DIPA UIN Suna
Kalijaga untuk kegiatan yang berhubungan dengaaypiain
pelaksanaan

BAB XI1

PENUTUP

Pasal 61
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal ding&an.
Agar setiap mahasiswa mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini mempublikasikanateng
penempatannya dalam lembar Keputusan DEMA UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Disahkan di Dharma Putra Residence Yogyakarta
Pada tanggal 23 November 2010



Pimpinan Sidang Sekretaris Sidang

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FIKA TAUFIQURRAHMAN
PRESI DEN

Diundangkan di Dharma Putra Residence Yogyakarta
Pada tanggal 23 November 2010

KEMENTRIAN DALAM NEGERI
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AFIDHA CITA AMRULLAH
MENTERI

Dan RUU Partai Politik Mahasiswa,

UNDANG UNDANG
REPUBLIK MAHASISWA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG
PARTAI POLITIK MAHASI SWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN MAHASISIWA UIN SUNAN KALIJAGA

M enimbang:

a. Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan meagaio
pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia asetzag
diakui dan dijamin dalam konstitusi AD/ART KBMU UIN
Sunan kalijaga Yogyakarta;



b. Bahwa usaha untuk memperkokoh kemerdekaan berserika
berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakanrbagia
upaya untuk mewujudkan kehidupan kampus yang mardek
bersatu, berdaulat, demokratis dan berdasarkamioku

c. Bahwa kaidah-kaidah demokratis yang menjunjung giing
kedaulatan mahasisiwa, transparansi, keadilan a&s$pir
tanggung jawab dan perlakuan yang tidak diskrinfinédalam
Kampus diberi landasan hokum;

d. Bahwa partai politik mahasiswa merupakan salah satud
partisipasi mahasiswa yang penting dalam mengenkbang
kehidupan demokratis yang menjunjung tinggi kebabas
kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran;

e. Bahwa undang-undang nomor 22 tahun 2008 tentantpiPar
politik mahasiswa sudah tidak sesuai dengan per&aegdan
mahasiswa dan perubahan sistem Student Governkeeha
itu perlu diperbaharui;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, l,edperlu
dibentuk undang-undang partai politik mahasiswa;

Mengingat:

1. Konstitusi AD/ART dan GBHO KBM UIN Sunan kalijaga
Yogyakarta

2. Hasil Sidang Istimewa KBMU UIN Sunan kalijaga Yoggata

Dengan Per setujuan Bersama

SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS
dan
PRESIDEN MAHASISWA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI
POLITIK MAHASISWA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Partai politik mahasiswa adalah organisasi pojiikg dibentuk
oleh sekelompok mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Y ogyiak
secara sukarela atas dasar persamaan kehendakadeitec
untuk memperjuangkan kepentingan anggota, dan atau
mahasiswa melalui pemilwa.

BAB Il
PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK MAHASISWA
Pasal 2

1. Partai politik mahasiswa didirikan dan dibentukhokekurang-

kurangnya 300 (tiga ratus) mahasiswa UIN Sunan jdali



Yogyakarta dengan menunjukan KTM/KRS/Slip Pembayara
SPP;
. Partai politik mahasiswa sebagaimana dimaksud pgda (1)
harus didaftarkan pada Departemen Dalam Negeri DENM
Sunan kalijaga Yogyakarta, dengan syarat:
. Memiliki AD/ART Partai;
. Mempunyai struktur kepengurusan tetap sekurangrkumga
1/2 lebih satu dari seluruh jumlah fakultas yang;ad
. Memiliki Nama, Lambang dan Tanda Gambar yang tidak
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keselurgdnann
dengan nama, lambang, dan tanda gambar partaiikpolit
mahasiswa lain dilingkungan kampus UIN Sunan kgdija
Yogyakarta dan NKRI;
. Memiliki kantor tetap.
Pasal 3
. Departemen Dalam Negeri DEMA UIN Sunan Kkalijaga
Yogyakarta menerima pendaftaran pendirian partdlitilpo
mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagaimarekslid
dalam pasal (2);
. pengesahan partai politik mahasiswa dilakukan otednteri
Dalam Negeri DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
selambat-lambatnya 7 x 24 jam (seminggu) setelalerpaaan
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
. pengesahan partai polittk mahasiswa sebagaimanakdird
pada ayat (2) diumumkan dalam berita acara DEMA Bixan
kalijaga Yogyakarta.

BAB I

ASASDAN CIRI

Pasal 4
. Asas partai politik mahasisiwa tidak boleh bertagtan dengan
konstitusi AD/ART KBMU UIN Sunan kalijaga Yogyakart
. Setiap partai polittk mahasiswa dapat mencantumkan
tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanyg Yidak
bertentangan dengan konstitusi AD/ART KBMU UIN Snna
kalijaga Yogyakarta.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 5
. Tujuan umum partai politik mahasiswa adalah:
. Mewujudkan cita-cita bersama dibentuknya Studemegunent
sebagaimana dimaksud dalam konstitusi AD/ART KBMWNU
Sunan kalijaga Yogyakarta;
. Mengembangkan kehidupan demokrasi dilingkungan kamp
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan menjunjungydin
kedaulatan mahasiswa.



. Tujuan khusus partai politik mahasiswa adalah mejugegkan

cita-cita mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakempus
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

. Tujuan partai politik mahasiswa sebagaimana dinksada

ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstihadio

BAB V
FUNGS, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

Partai politik mahasiswa befungsi sebagai sarana :

a.

Pendidikan politik bagi anggotanya dan mahasisws Blinan
kalijaga Yogyakarta secara luas agar menjadi w&aapus
yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya;

. Penciptaan atmosfir politik yang kondusif sertaaggth perekat

persatuan dan kesatuan antar mahasiswa;

. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi patitikkasiswa

secara konstitusional;

. Rekrutmen dan distribusi kader politik dalam propesgisian

jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan
memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Pasal 7

Partai politik mahasiswa berhak :

a.
b.

C.

Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil;
Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi ssecar
mandiri;

Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tgaddbar
partainya dari Departemen Dalam Negeri DEMA UIN &un
kalijaga Yogyakarta sesuai dengan ketentuan paratur
perundang-undangan;

. Ikut serta dalam pemilihan umum mahasiswa sesuagaie

ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum
Mahasiswa

Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di Leaba
Eksekutif Mahasiswa dan Lembaga Legislatif Mahaajsw
Mengusulkan penggantian antar waktu anggotannyantbaga
legislatif mahasiswa sesuai dengan peraturan pangad
undangan;

. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembagaldé&g

mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-umddaga

. Mengusulkan Ketua BEM-F, ketua BEM-J, ketua BEM<e8a

Presiden dan wakil presiden mahasiswa sesuai dgregaturan
perundang-undangan.

. Mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden Mahasissaas

Undang-undang.
Pasal 8

Partai politik berkewajiban:



a. Menjunjung tinggi konstitusi AD/ART KBMU UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta;

b. memelihara dan mempertahankan kampus UIN Sungadali
Yogyakarta sebagai kampus rakyat;

€. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dalk dsasi
manusia;

d. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspipolitik
anggotanya dan mahasiswa UIN Sunan kalijaga Yogiaka

e. mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Malzsis

f. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertibanatajgota

g. membangun atmosfir politik yang demokratis dilinggan
kampus UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

BAB VI
KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA
Pasal 9

Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, tkebdan tidak
diskriminatif bagi setiap mahasiswa yang menyetanggaran
dasar dan anggaran rumah tangga partai yang b&rgang

Pasal 10

1. Kedaulatan partai politik berada di tangan angggtag
dilaksanakan menurut anggaran dasar dan anggaraahru
tangga partai yang bersangkutan;

2. Anggota partai politk mempunyai hak dalam meneatuk
kebijakan, hak memilih dan dipilih;

3. Anggota partai politik wajib mematuhi anggaran dadan
anggaran rumah tangga serta berkewajiban untulatisipasi
dalam kegiatan partai politik.

BAB VII
KEPENGURUSAN
Pasal 11

1. Partai politik mempunyai struktur kepengurusan ndiat
universitas dan dapat mempunyai kepengurusan sgorpaan
dan atau program studi minimal setengah lebih datujumlah
fakultas yang ada.

2. Struktur Kepengurusan partai politik di setiap katan dipilih
secara demokratis melalui forum musyawarah partditilp
sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rurggh.tan

Pasal 12

Pengurus dan/atau anggota partai politik yang Ioéirbeau
diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaa
partainya tidak dapat membentuk kepengurusan atéasi p
politik yang sama dan/atau membentuk partai pojidikg sama.

Pasal 13

1. apabila terjadi sengketa politik antar partai @oliahasiswa,
dan atau partai politk mahasiswa dengan lembaga
penyelenggara pemilu mahasiswa, dan atau lembaga
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dilingkungan kampus UIN Sunan kalijaga Yogyakageyses
penyelesaian sengketa diselesaikan melalui Mahkamah
Konstitusi Mahasiswa (MKM);

. apabila terjadi sengketa politik diinternal partgiolitik

mahasiswa mengenai keabsahan kepengurusan, magas pro
penyelesaian sengketa diselesaikan melalui Mahkamah
Konstitusi Mahasiswa (MKM) sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang ada.
BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 14

. Keuangan partai politik mahasiswa bersumber dari:

. luran anggota,;

. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan

. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ihatapat

berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, danjasau
BAB IX
LARANGAN
Pasal 15

. Partai Politik Mahasiswa dilarang menggunakan ndamabang

atau tanda gambar yang sama dengan :

. Bendera atau lambang negara Republik Indonesidatalnang

pemerintah;

. Nama, Bendera, atau Lambang negara lain dan lerfiizefzan

internasional;
Lambang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

. Nama dan gambar seseorang; atau
. Memilki nama, lambang dan tanda gambar yang menguny

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya deragtai
politik lain dilingkungan kampus UIN Sunan Kkalijaga
Yogyakarta.

. Partai politik dilarang :
. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kosistit

AD/ART KBMU UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kelnjak

Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan kalijaga Yo@yrék
dalam memelihara kerjasama dengan kampus lain.
BAB X
LAIN LAIN
Pasal 16

. Ketentuan-ketentuan mengenai partai politik makasigang

diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2006arignt
partai politik mahasiswa tidak berlaku setelah kten undang-
undang ini;

. Hal-hal yang belum diatur akan diatur dikemudian.ha

BAB XI



PENUTUP
Pasal 17
Undang undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap mahasiswa mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang undang ini akan menempatkaafa/a
lembar keputusan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA U
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Disahkan di Dharma Putra Residence Yogyakarta
Pada tanggal 23 November 2010

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FIKA TAUFIQURRAHMAN
PRESI DEN
Diundangkan di Dharma Putra Residence Yogyakarta
Pada tanggal 23 November 2010

KEMENTRIAN DALAM NEGERI
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AFIDHA CITA AMRULLAH
MENTERI




MEMUTUSKAN:
Mengesahkan : Sebelas Partai Politik Mahasiswa yang tercantum
dalam berita acara ini sebagai
Partai Politik Mahaiswa peserta pemilwa 2011. Agapu
nama-nama Partai Politik Mahaiswa tersebut ada&iagai
berikut :

1. a. Nama Partai PARTAI RAKYAT
MERDEKA (PRM)
b. Waktu Berdiri : 24 April 2000
c. Asas : Pancasila
PRM
BERSATU MEMBANGUN DEMOKRASI
d. Tujuan : Terbentuknya pribadi yang mempunyanikmen

terhadap nilai-nilai demokrasi dan loyal terhaddégi-milai
Universal kemanusiaan dalam bingkai perjuanganipéampus.

e. Alamat Kantor : “Pondok Sahabat” JIn. Nogomdiin 215
Gowok CT Sleman Yk

f. Telpon : 08562858267

g. Pengurus DPP : Marzukf¢tua) Alfan Hidayat &ekjend)

h. Pengurus DPW : DPW Fak Adab dan Iimu BudaydyaRa
(Ketua) Khotibul Iman Gekjend)
DPW Fak Dakwah, Agus Syahputr&Kefua)
Muhammad Sidik $ekjend)
DPW Fak Ishum, RasyidKétua) Wahyuning A
(Sekjend)
DPW Fak Saintek, Khuraim FatikkKétua) Andi
Pujiono &ekjend)
DPW Fak Syariah dan Hukum, Habibullate{ua)
Rintoko &ekjend)
DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, Muslih S
(Ketua) Ari K (Sekjend)
DPW Fak Ushuludin, JunaidKétua) Maghfiroh
Anna Ramadhargkjend)
i. Lambang Partai : Lampiran
a. Nama Partai PARTAI ALIANSI

A DEMOKRAT (PAD)
b. Waktu Berdiri : 16 April 2001
D c. Asas . Al-Quran dan Al-
P Hadis

d. Tujuan : (1) Mewujudkan kehidupan
kampus yang demokratis Islami (2)
PARTAI ALIANS| DEMOKRAT Menentang Semua bentuk
penyelewengan yang ada
e. Alamat Kantor : Jl. Laksda Adisucipto 122 BnBarukmo
Sleman Yogyakarta 55281




f. Telpon : 081328660053
g. Pengurus DPP : AR. Irfan Zakki EKetua) Maryono
(Sekjend)
h. Pengurus DPW : DPW Fak Adab dan limu Budaya,
Saifullah(Ketua) Fida Afif (Sekjend)
DPW Fak Syariah dan Hukum, IrfgiKetua) Khairul Anwar
(Sekjend)
DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan,SofwaiiKelua) M.
Lukman H Sekjend)
DPW Fak Dakwah, Subardiafidetua) Ifan (Sekjend)
DPW Fak Ushuludin, NazwdKetua) Sofia Hayati £kjend)
DPW Fak Saintek, RizgKetua) Faradlina Mufti Sekjend)
DPW Fak Ishum, HanifKetua) Andini (Sekjend)

i. Lambang Partai : Lampiran

3. a. Nama Partai PARTAI
“ BINTANG MERAH (PBM)
b. Waktu Berdiri :24 April 2000

c. Asas : Pancasila
d. Tujuan :Terbentuknya
‘ pribadi yang mempunyai komitemen
. terhadap nilai-nilai demokrasi dan
PBM loyal terhadap niai-nilai Universal
Partai Bintang Merah yal terhadap nilai-nilai Universa
kemanusiaan dalam
bingkaiperjuangan politik kampus.
e. Alamat Kantor : Wisama Dinasty Gendeng, Baciro

Yogyakarta

f. Telpon : 085643019539

g. Pengurus DPP : Muhtar Sofwan Hiday&tet(ia)
Rohana(Sekjend)

h. Pengurus DPW : DPW Fak Adab dan llmu Budaya,
Maya | Ketua) Sigit Rusdi(Sekjend)
DPW Fak Dakwah, Novelia Cahya VWKdtua) M. Abdul
Ghofur (Sekjend)
DPW Fak Saintek, Ahmad SyukrorKedtua) Basrawie
(Sekjend
DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, Edi HKefua) N
Maulidi A (Sekjend)
DPW Fak Syariah dan Hukum, AlfiaiKé¢tua) Nova Aulia
(Sekjend)

h. Lambang Partai : Lampiran



INTELEKTUAL MUSLIM (PIM)

' b. Waktu Berdiri :1Februari
2003
c. Asas :Syariat Islam

dan Sosialisme

r 4. a. Nama Partai PARTAI

d. Tujuan . Terbentuknya pribadi yang berjiwaartsl
yang taat, sosialis, revolusionerdan memiliki segaan
perjuangan terhadap nilai-nilai Islam dan Sosiadism
Berprinsip sosialis religius dalam penegakan Ajdsdam
yang sosialis dikampus putih UIN Suka Yogyakattazu
litima’iyyah al Islam wal Muslimin”
e. Alamat Kantor : Komplek Polri Gowok Blok D3 Nt93
Depok
f. Telpon: 087839754310
g. Pengurus DPP: Mohammad LutHetua) Supardiyono
(Sekjend)
h. Pengurus DPW : DPW Fak Dakwah, Alfian zulFikar
(Ketua) Aisyah Khomairg(Sekjend)
DPW Fak Saintek, Destri RiyanKdtua) Yuli
Rahayu(Sekjend)
DPW Fak Syariah dan Hukum, Muh Alfiaketua)
Sholikhin (Sekjend)
DPW Fak Ushuludin, Nur SyarifaiKétua) Ainun Naimah
(Sekjend)
i. Lambang Partai : Lampiran
5. a. Nama Partai PARTAI

N~ DEMOKRAT MAHASISWA (PDM)
‘—v b. Waktu Berdiri : 17 November 2007
c. Asas : Pancasila

y

PARTAI DEMOKRAT
MAHASISWA

d. Tujuan : Mewujudkan cita-cita KBM UIN Sunan Katja
Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam AD/ ART KBM
UIN Sunan Kalijjaga YOGYAKARTA. Membangun
Mahasiswa Pancasila dalam Negara Republik MahadidiNa
Sunan Kalijaga Yogyakarta yang demokratis, adil miakmur

e. Alamat Kantor : Komplek Polri Gowok C5 No 16@tQr

Tunggal Depok

f. Telpon :

g. Pengurus DPP  : Khoirul Mustandketua) Faza(Sekjend)

h. Pengurus DPW : DPW Fak Dakwah, Aziz Setia{&etua)

Nur Rohman(Sekjend)



DPW Fak Syariah dan Hukum, Aman Susa(Ketua)
Inung (Sekjend)
DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, Rob{letua) Hendri
A (Sekjend)
DPW Fak Ushuludin, LuthfiKetua) llzam (Sekjend)

i. Lambang Partai : Lampiran

PARTA/ 6. a. Nama Partai : PARTAI

PENCERAHAN
b. Waktu Berdiri : 24 April
2001
c. Asas : Liberal - Egaliter
d. Tujuan : Terciptanya
kesetaraan hak dan kewajiban seluruh

PENCERAHAN elemen civitas akademika

dilingkungan UIN Sunan Kalijaga.
e. Alamat Kantor : Wisma Makmur, Jin Bimasaktip&a,
Depok, Sleman, Yogyakarta

f. Telpon : 085255014375
g. Pengurus DPP  : Irfan Janfi{etua) Ahmad Zainuddin YL
(Sekjend)

h. Pengurus DPW : DPW Fak Syariah dan Hukum, Fa&km
(Ketua) Somat Al Faqil(Sekjend)
DPW Fak Dakwah, M. Chudori{Ketua) Chafisna Nurun

Alanurin (Sekjend)
DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, Adityaletua) Sigit Rizki
F (Sekjend)
DPW Fak Ushuludin, A Ponto Roren@letua) Awaludin D
(Sekjend)
DPW Fak Ishum, Ahmad Arif FahruddiiKetua) Irma Suryani
(Sekjend)
DPW Fak Saintek, MashufKetua) Slamet Riyadi Fendis
(Sekjend)
DPW Fak Adab dan limu Budaya, SaddiKetua) Khoiry
(Sekjend)

i. Lambang Partai : Lampiran

7. a.Nama Partai PARTAI PAS
b. Waktu Berdiri : 15 April 2001
c. Asas . Islam, Mewujudkan
masyarakat kampus yang berakhlak,
berfikir dan beretos kerja kongkrit yang

PAS diridhoi Allah SWT.

e. Alamat Kantor : Komplek Polri, Blok C IV/ 14&owok,
Depok, Sleman, Yogyakarta
f. Telpon : 0274 48232875



g. Pengurus DPP : Dwi Mulya(ietua) Mahsun alias Daccon
(Sekjend)

h. Pengurus DPW : DPW Fak Tarbiyah dan Keguruzian
Lestari(Ketua) Tria R Sekjend)

DPW Fak Adab dan Iimu Budaya, HusnuliKetua) Qurrota A

(Sekjend)

DPW Fak Syariah dan Hukum, Agus Purnofietua) Heni
H.M (Sekjend)

DPW Fak Dakwah, Saiful Hamid Ont(Ketua) Rani Rahayuni
(Sekjend)

DPW Fak Ishum, Nur Laila Handayg(iietua) Lala (Sekjend)
DPW Fak Saintek, Febri Nugroho M etua) Purna Bayu N

(Sekjend)
DPW Fak Ushuludin, Samsul Muhammégetua) Firas Bysi
(Sekjend)
i. Lambang Partai : Lampiran
8. a. Nama Partai X PARTAI
AMANAT MAHASISWA (PAM)
b. Waktu Berdiri  : 27 Januari 2007
c. Asas . Syariat Islam dan
Sosialisme

d. Tujuan : Terbentuknya pribadi yang
berjiwa Islam yang taat, sosialis,
revolusioner dan memiliki semangat
perjuangan terhadap nilai-nilai Islam dan
Sosialisme.

Berprinsip sosialis religius dalam penegakan Ajalslam yang
sosialis di kampus putih UIN Suka Yogyakafiazu ljtima’iyyah

al Islam wal Muslimin”

e. Alamat Kantor : Komplek Polri Gowok Blok E2 N&R5
Catur Tunggal Depok

f. Telpon :

g. Pengurus DPP . Aziz Musaih{Ketua) Astri Yulianti
(Sekjend)

h. Pengurus DPW : DPW Fak Adab dan limu BudayaaNN
(Ketua )Zainudin(Sekjend)

DPW Fak Dakwah, Riyan BRKetua) Edi Sutrisno
(Sekjend)

DPW Fak Saintek, Sundari Laras@€eetua)Yusrotun DA
(Sekjend)

DPW Fak Syariah dan Hukum, Rifatul Is(iéetua) D.A
Anjani (Sekjend)
I. Lambang Partai : Lampiran



9. a.Nama Partai: PARTAI SUNAN
KALIJAGA (PSK)
b. Waktu Berdiri : 14 Agustus 2003

Partai Sunan Kalijaga

c. Asas : Pancasila dan Revolusi Kebudayaan

d. Tujuan : Terbentuknya mahasiswa yang kritispbéaya, dan
revolusioner serta mempunyai komitmen memperjuamghiai-
nilai budaya sebagai prasyarat terciptanya dembokesakyatan di
kampus kerakyatan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e. Alamat Kantor : Jalan Pedak RT 14 RW 06 No8 38
Karangbendo Pedak Banguntapan

f. Telpon :

g. Pengurus DPP : Fajé€etua) M. Arif (Sekjend)

h. Pengurus DPW : DPW Fak Dakwah, Arif Suharmanto

(Ketua) Ahmad Syarif(Sekjend)

DPW Fak Syariah dan Hukum, Nur KholifgKetua) Anas S
(Sekjend)

DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, Reza Pah{etua) Heri K
(Sekjend)

DPW Fak Ushuludin, IrvatKetua) Fery (Sekjend)

i. Lambang Partai : Lampiran
10. a. Nama Partai PARTAI MAWAR
b. Waktu Berdiri : 08 Februari 2003
c. Asas : Pancasila
d. Tujuan . Terbentuknya pribadi yang

revolusioner dan mempunyai komitmen trhadap
nilai-nilai demokrasi serta loyal terhadap nilai-
nilai kemanusiaan dalam perjuangan politik
dengan berprinsip kasih saying untuk
perdamaian di kampus UIN Suka Yogyakarta.

e. Alamat Kantor : Perum Polri Gowok Blok F2 Catur
Tunggal Depok

f. Telpon :

g. Pengurus DPP . Hasan Ma'a(Ketua) Ahmad Najib
(Sekjend)

h. Pengurus DPW : DPW Fak Adab dan Ilmu Budaya,

Syaifullah(Ketua) Ja'far S(Sekjend)

DPW Fak Ishum, Wendi Lesmafi€etua) Salaman
Alfarisi (Sekjend)

DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, FeryK&tua)
M. Khariri H (Sekjend)



DPW Fak Ushuludin, Rozikin(Ketua) Anang

(Sekjend)
i. Lambang Partai : Lampiran
11.a. Nama Partai PARTAI
PARMA SU-KA MAHASISWA SUNAN KALIJAGA
(PARMASUKA)
/’f\ b. Waktu Berdiri : 27 Desember 2009

c. Asas : Egaliter
PIRTAIMARASISWASUNANKALIGE. -~ d. Tujuan @ Terciptanya kesetaraan hak
== seluruh  elemen  civitas  akademika
dilinkungan UIN Sunan Kalijaga

e. Alamat Kantor . Wisma Pemoeda, Jin Rukun Werti
(Belakang Kampus APMD)

f. Telpon : 087838355535

g. Pengurus DPP : Al AbrorKétua) Ukon Purkonuddin
(Sekjend)

h. Pengurus DPW . DPW Fak Syariah dan Hukum, Rian

Surendaletua) Eko S Gekjend)
DPW Fak Tarbiyah dan Keguruan, Adityo Refua) Sigit RF
(Sekjend)
DPW Fak Dakwah, Oki LukmanKgtua) Fawaid Marsuki
(Sekjend)
DPW Fak Ishum, Kasanah DKétua) Sulastri Sekjend)
i. Lambang Partai : Lampiran
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Januari 2011

Dari 11 partai tersebut mengirimkan nama untuketieglasikan
menjadi anggota KPUM. Jadi, anggota KPUM dari pé&ilaa
Partai Politik Mahasiswa ada 11 orang.

Berikut nama-nama delegasi dari partai peserta lp@aaidan
ditambah 2 wunsur pemerintahan DEMA dan 2 Unsur
Profesional sehingga terbentuklah Komisi Pemilitdmum

Mahasiswa (KPUM).



STRUKTUR PANITIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
PEMILWA 2011
UNIVERSITASISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA
Ketua : Mahsun alias DacconSy/VII/JS
Wakil ketua : Masjudi Ay/VII/IBSA
Sekretaris : M. Ayub Hakim St/VII/P.Mat
Wakil sekretaris : Ahsin QOlbaka Sy/VIIIMU
Bendahara : M. Khoirul Anwar Dy/V/KPI
Deuvisi Logistik : Nashrul Wahid AyNVI/IP
M.Agustian Ardiyanto Dy/VIKPI
Deni Febriya Sy/VIIS
Siswadi Ty/VI/KI
Deuvisi Verifikasi: Aziz Afandi Budiharjo Sy/VII/KUI
Afika Rahman Sos/VII/Psi
Septian Hadinata St/VIT.Inf
Devisi Juklak-juknis: Ahmad Jaelani Ty/IXIPBA
Ahmad Faidi Ay/V/SKI
Ramahadin Damanik Ty/IX/KI

Herman Wahyudi



SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA
NOMOR : 017.A/KPUM / 1/ 2011

TENTANG :
PENGESAHAN PANITIA PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA UNIVERSITAS (PPU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA 2011

Bismillahirrohmanirrohim
DENGAN RIDLO ALLAH YANG MAHA KUASA

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UIN
SUNAN KALIJAGA YOGAYAKARTA

M enimbang:

1.

Bahwa berdasarkan AD/ART KBM UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Kedaulatan tertinggi mahasiswa UIN $una
kalijaga Yogyakarta berada ditangan mahasiswa.

.Bahwa pemilihan umum mahasiswa merupakan wahana

mewujudkan kedaulatan mahasiswa dalam rangka ksgékaan
mahasiswa dalam penyelenggaraan pemerintahan reahasi

. Bahwa untuk mewujudkan iklim berpolitik yang sehdit

kampus oleh mahasiswa diperlukan panitia Pemilibamum
Mahasiswa yang independen.

.Bahwa Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM)

berwenang mengadakan perekrutan calon panitia Pamil
Umum Mabhasiswa Universitas dengan mendaftar kepada
Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa.

M engingat:

1.

2.

Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Keluargar RE5a
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Undang-undang Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2010 tenta
Partai Politik Mahasiswa.

. Undang-undang Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta nomor 26 tahun 2010 tenta
pemilihan Umum Anggota Senat Mahasiswa Universitas,
Anggota Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua BEM-J Serta
Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPWMY

Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 7 Januari 2011.

MEMUTUSKAN:



No

PP O0O~NO O W [l
- O

e
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Mengesahkan :

Personalia Panitia Pelaksana Pemilivaum
Mahasiswa

tingkat Universitas (PPU)

sebagaimana Terlampir.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 18 Januari 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Mahsun

Ketua

Nama

Khoirur Rasian
Zainur Rahman
Basrawi

M. Fahrian
Rifatul Isna
Rohman

Abd Rahem
Junaidi

Ali Mustakim
Didik Hartoko
Mahfud Rasyid

M. Syafi'i L.
Anas Rifai

Arik H

M. Hijrah T
Nia Indah Eka S
Noor Hijjah |
M. Lutfi

M. Khoerul A
Sugeng Stiono
Aziz Abror
Subandri

Wais Al Qorni
Okta Priyadi
Jambhari
Nawan

Isma Ali W
Saeful Al F

NIM
08520002
07120033
07640019
07380021
07390033
07640034
07120016
08510013
07410280
07240050
07720026

08639938
07710079

08640005
08410075

07410016

07410284
08240021
08220045

08240001

08130024
08140134
07410140
07220046
10520046
07410162
08380029
08210098

M. Ayub Hakim
Sekretaris
FAK
USHULUDDIN

ADAB DAN BUDAYA
SAINS DAN TEKNOLOGI
SYARIAH DAN HUKUM
SYARIAH DAN HUKUM
SAINS DAN TEKNOLOGI
ADAB DAN BUDAYA
USHULUDDIN
DAKWAH

DAKWAH

ILMU SOSIAL DAN

HUMANIORA

SAINS DAN TEKNOLOGI
ILMU SOSIAL DAN

HUMANIORA

SAINS DAN TEKNOLOGI
TARBIYAH DAN KEGURUAN
TARBIYAH DAN KEGURUAN
TARBIYAH DAN KEGURUAN
DAKWAH
DAKWAH
DAKWAH
ADAB DAN BUDAYA
ADAB DAN BUDAYA
TARBIYAH DAN KEGURUAN
DAKWAH
USHULUDDIN
TARBIYAH DAN KEGURUAN
SYARIAH DAN HUKUM
DAKWAH



KEPUTUSAN KPUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA NOMOR : 017.A/KPUM / 1/ 2011
TENTANG :

PENETAPAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN UMJUM
MAHASISWA TINGKAT UNIVERSIRAS (PPU) UNIVERSITAS ISAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Mahsun M. Ayub Hakim
Ketua Sekretaris




KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
NOMOR : 001.A/KPUM/1/2011
TENTANG :
TATA TERTIB KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Menimbang

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegamadomisi
Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan TatabT &omisi
Pemilihan Umum Mahasiswa,

b. Bahwa Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umurahikiswa
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkamgan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa.

M engingat

1. Undang-undang Pemerintahan Mahasiswa UIN Sunan jafali
Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2010 tentang Partai iRd/iahasiswa,

2. Undang-undang Pemerintah Mahasiswa UIN Sunan [galija
Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pemilihan ukdm
Mahasiswa,

3. Surat Keputusan Dewan Ekskutif Mahasiswa UIN SuKalijaga
Yogyakarta Nomor : 10.SK.DEMA.I.2010 Tentang Anggdtomisi
Pemilihan Umum Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogytekdahun
2010

Memper hatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa

pada tanggal 3 Januari 2011

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA TENTANG PERATURAN TATA
TERTIB KOMISI PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA
BAB |
KETENTUAN UM UM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 23 Ta@u@ 2
tentang Partai Politik Mahasiswa dan Undang-unddmgor 26
Tahun 2010 Pemilihan Umum Mahasiswa.

2. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa selanjutnya disatigk
KPUM adalah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum
Mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunaalijdga
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

BAB |1
SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2

1. Keanggotaan KPUM berjumlah 16 (enam belas) oramtyite
a. Unsur Partai : 11 (sebelas) orang
b. Unsur Pemerintah: 2 (dua) orang
¢. Unsur Profesional: 2 (dua) orang
yang disahkan dengan Keputusan Presiden MahasiBw&Whan
Kalijaga Yogyakarta.



2. Masa keanggotaan KPUM adalah tiga bulan terhituggkstanggal
ditetapkan.
Pasal 3
1. Susunan keanggotaan KPUM terdiri dari seorang Ketesangkap
anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggotsarsg®ekretaris
merangkap anggota, seorang Wakil Sekretaris meapngkggota,

Bendahara merangkap anggota dan Divisi merangkggosen

2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil SekretarigndBendahara
KPUM dipilih dari dan oleh anggota KPUM secara dkratis dalam
Rapat Pleno KPUM.

Pasal 4

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangadinyiv

mempunyai sekretariat.

Pasal 5

KPUM menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa yang

independent, demokratis, dan transparan dengadeaggssing,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pasal 6

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Mahasiswa, KPUM

mempunyai tugas dan wewenang :

a. Merencanakan, memimpin dan melaksanakan selurutaptah
kegiatan Pemilihan Umum Mahasiswa, sebagaimanantditen
dalam perundang-undangan yang berlaku.

b. Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikaan@sgsi
pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa ditingkat Usit&s dan
Fakultas.

c. Menyusun serta menetapkan tata cara serta tat@n@aHemilihan
Umum Mahasiswa sebagai penjabaran teknis perapamamdang-

undangan.

d. Mengumpulkan, mensistematisasi, mengolah dan
mempublikasikan bahan serta data hasil Pemilihanudm
Mahaiswa.

e. Mengajukan Rencana Anggaran kepada Rektorat UINarsSun
Kalijaga dengan mengetahui oleh Dewan Ekskutif Mesvea.
BAB 111
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan setaggiyang

dimaksud dalam pasal 6, KPUM mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan seluruh tahap palaksanaan Pemiliharumm
Mahasiswa berdasarkan peraturan perundang-unddPgariiwa
yang berlaku.

2. Merumuskan dan mentaaati Kode Etik Pelaksanaan liRami
Umum Mahasiswa.

3. Menerapkan prinsip transparansi, idenpendensi, ktisipyang

jujur dan adil dalam pelaksaan Pemilihan Umum Misinzs

. Menyampaikan informasi kegiatannya kepada mahasiswa

. Menjawab pertanyaan atau pengaduan yang disampailen

mahasiswa.

(20N



Melaksanakan akuntabilitas penggunaan anggaran g@aegma
dari Rektorat UIN Sunan Kalijaga.

. Menyampaikan laporan kegiatan kepada DEMA

Pasal 8

. Setiap anggota KPUM mempunyai hak :

a.Menyampaikan pendapat dalam setiap rapat KPUM.
b.Memilih dan dipilih.

c.Mendapat informasi berkenaan dengan pelaksanaas tdan
kewenangan KPUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

. Selain kewajiban KPUM sebagaimana dimaksud dalasalpa,

setiap anggota KPUM mempunyai kewajiban untuk :

a.Mentaaati dan melaksanakan Tatib dan Kode Etik KPUM

b.Melaksanakan tugas secara jujur dan adil.

c.Menghormati asas keterbukaan dan pentingnya mekaiperi
informasi yang tepat, jujur dan dapat memberikamgbilitas
kepada mahasiswa berkenaan dengan kegiatan KPUM.

d.Mengusahakan agar setiap peserta Pemilihan Umunaditata
yang meliputi partai politik mahasiswa, calon artgdedgislatif
dan pemilih, mendapat perlakuan yang adil.

e.Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar &ngakau
dengan lembaga terkait.

f. Menunjang pemantauan Pemilihan Umum Mahasiswa agar
berjalan secara efektif.

Setiap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayatarij

merupakan sikap dasar setiap anggota KPUM berlaga pagi

setiap pribadi yang terlibat dalam penyelenggar®amilihan

Umum Mahasiswa.

Pasal 9

Setiap anggota KPUM dalam melaksanakan tugas pamygdhraan
Pemilihan Umum Mahasiswa sebagaimana yang dimadaladh
pasal 8, tidak diperbolehkan :

1.
2.

Terpengaruh kepentingan pribadi dan atau kelomga&ritu
Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apdarirpihak
manapun yanag dapat mempengaruhi independensi tanggo
KPUM.

Pasal 10

. Anggota KPUM berhenti karena :

a.Meninggal dunia.

b.Mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau aPaft
Lembaga yang mewakili secara tertulis kepada KPURlE a
rekomendasi dari partai / lembaga yang diwakilinya.

c.Menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya sebagai
anggota KPUM.

d.Melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik KPUM dan
diputuskan dalam rapat Pleno KPUM.

. Anggota KPUM yang berhenti sebgaimana yang dimakiaidm

ayat 1 butir a dan b dapat digantikan oleh patémibaga yang
diwakilinya.



3. Anggota KPUM yang berhenti sebagaimana yang dinthislam
ayat 1 butir c dan d tidak dapat digantikan darigid lembaga
yang diwakilinya.

BAB IV
RAPAT-RAPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
Pasal 11

Rapat-rapat KPUM terdiri dari :

a. Rapat Pleno

b. Rapat Koordinasi.

Pasal 12

Rapat Pleno adalah rapat anggota KPUM yang dipirofgh Ketua,

Wakil Ketua atau Sekretaris, Wakil Sekretaris yamggupakan forum

tertinggi dalam melaksanakan tugas kewenangan KPUM.

. Rapat Pleno sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan berdasarkan undangan yang ditagdata oleh
Ketua KPUM dan atau Sekretaris.
Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan atau SekretariakNSekretaris
berhalangan hadir, Rapat Pleno dipimpin oleh saéirang anggota
KPUM yang ditunjuk oleh rapat.
Dalam keadaan genting dan mendesak Rapat Plenlerdjgarakan
atas undangan salah seorang anggota KPUM atas eaklasi PH.
Rapat Pleno KPUM dianggap sah apabila dihadiri rseig:
kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggot@UN
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, yangtiibn dengan
daftar hadir rapat.

Pasal 13

. Rapat Koordinasi adalah rapat antara KPUM dengaM®EPPU,

PPF, PANWASLU, atau dengan lembaga lain yang terkai
Rapat Koordinasi dapat dilaksanakan apabila dihastkurang-
kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggddJM dan
lembaga yang terkait, yang dibuktikan dengan daftalir rapat.
Jika dalam waktu 2 X 15 menit quorum tidak terperagibagaimana
yang dimaksud pada ayat 2, maka rapat tetap dilamjudan
dianggap sah.

Pasal 14

Tata Cara Rapat dilaksanakan sebagai berikut :

1.

2.

3.

4.

5.

Pimpinan rapat menyampaikan agenda rapat yang @ikécarakan
untuk mendapat persetujuan peserta rapat.
Pimpinan rapat mengatur hak bicara peserta rapajatetertib dan
adil.
Peserta rapat wajib menghormati hak bicara masiagjng peserta
rapat.
Setiap pembicaraan dalam rapat, wajib mengindahkakiu yang
disediakan dan berbicara hanya pada pokok masalah.
Peserta rapat dapat melakukan interupsi dengan peijpinan rapat
untuk meminta penjelasan tentang duduk pemasalahan.

Pasal 15

Setiap akhir rapat dibuat risalah resmi yang menaymtran tertulis hasil

1.

rapat dengan mencantumkan :
Tempat dan acara rapat.



agrwhE

Hari dan tanggal, waktu pembukaan dan penutupaat.rap
Nama pimpinan rapat dan anggota yang hadir
Putusan rapat

Pasal 16

. Segala kegiatan yang dilakukan KPUM dalam melaksamdugas

dan kewenangannya, harus diketahui oleh anggota\KPU

. Kegiatan KPUM sebagaimana dimaksud pada ayat 1,atdap

dipublikasikan kepada seluruh mahasiswa dengaretpguan rapat
pleno KPUM.
BAB V
KEPUTUSAN RAPAT-RAPAT
Pasal 17

. Setiap keputusan rapat KPUM diupayakan sedapat kmng

ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencagdakatu

. Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pgdt 1

tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkasil
pengumutan suara.
Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksual gzt 2,
setiap anggota KPUM mempunyai hak suara yang sama.
Pemungutan suara dilakukan secara bebas dan rahasia

Pasal 18
Keputusan rapat KPUM mengenai orang yang dilakudangan
pemungutan suara, ditetapkan berdasarkan perodeiaaa terbanyak

. Keputusan rapat selain mengenai orang yang dilakuttangan

pemungutan suara ditetapkan berdasarkan perolefzaa sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yag dalam
pemungutan suara.

Pasal 19
Setiap keputusan rapat KPUM yang telah disepatti#dindatangani
oleh Ketua atau Wakil Ketua dan Sekretaris atauiV@akretaris
KPUM, kecuali dalam keadaan genting dan mendedzgsémana
dalam pasal 12 ayat 4, keputusan ditandatangamiseleruh peserta
rapat pleno.

Pasal 20

Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan kembali (PK) diusulkan oleh Anggota KPRUM
Dihadiri oleh 1/2 (setengah) anggota KPUM.
Diputuskan oleh 2/3 (dua pertiga) anggota KPUM yiaadir.
Disyahkan oleh Ketua dan atau Sekretaris KPUM.
Peninjauan Kembali (PK) maksimal dilakukan dalarkall dalam 1
(satu) surat keputusan.

BAB VI

ANGGARAN BIAYA

Pasal 21
Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa mendapat anggaran
penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa dari RektdIN
Sunan Kalijaga.
Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dapat mengelolaakgan
sendiri.



3. Rancangan anggaran biaya KPUM, rancangan anggaiaya b
penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa oleh PR d
rancangan anggaran biaya PANWASLU ditetapkan céglatrpleno
KPUM.

4. Penggunaan angaran biaya harus mendapat persekgtizan KPUM
berdasarkan persutujuan rapat pleno KPUM.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISAS|
Pasal 22
Struktur Kekuasaan
a. Pleno KPUM
b. Pleno PPU
c. Pleno PPF
Pasal 23
Struktur Kepemimpinan
a. KPUM
b. PPf
c. PPF
BAB VIII
HIERARKI| STRUKTURAL
Pasal 24
Intruktif dan Koordinatif
KPUM
.......... Rektorat
PANWASLU
........ SG
[: |
PPU PPF

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Tatib KPUM ini akatmatur
dikemudian hari.
2. Peraturan Tata tertib KPUM ini mulai berlaku sejaknggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Januari 2011



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
(KPUM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

M ahsun M. Ayub Hakim
Ketua Sekretaris




KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASI SWA
NOMOR : 002.A/KPUM/1/2011

TENTANG :
KODE ETIK KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

M enimbang

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegama
Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturata T
Tertib Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa,

b. Bahwa Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum
Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Mahasiswa.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintahan Mahasiswa UIN Sunanalfali
Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2010 tentang Partai iRolit
Mahasiswa,

2. Undang-undang Pemerintah Mahasiswa UIN Sunan Igalija
Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pemilihanutdm
Mahasiswa,

3. Surat Keputusan Dewan Ekskutif Mahasiswa UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta Nomor : 10.SK.DEMA.1.2010 Temga
Anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010

Memper hatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa pada
tanggal 3 Januari 2011
Menetapkan: Keputusan Kode Etik Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa
untuk mengatur kinerja penyelenggara Pemilihan Umum

Mahasiswa.
MEMUTUSKAN :
KODE ETIK KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
A. Pendahuluan

Untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa, Komisi Fegmni
Umum Mahasiswa menyusun suatu Kode Etik pelaksana
Pemilihan Umum Mahasiswa. Komisi Pemilihan Umum
Mahasiswa menyadari sepenuhnya bahwa tugas dan
kewenangan menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasisw
merupakan tugas yang terhormat dan mulia karenaangkut
proses penentuan siapa Yyang menjadi penyelenggara
pemerintahan mahasiswa UIN Sunan Kalijjaga Yogyakart
dalam bidang Legislatif dan Eksekutif baik ditingka
Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studar Aasil
kerjanya dipercaya publik, maka dalam melaksanakgas dan



kewenangannya para pelaksana Pemilihan Umum Mavesis

harus bertindak independen dan tidak memihak. Untuk

mewujudkan sikap independen dan tidak memihak para
pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa harus melakaanak

Pemilihan Umum Mahasiswa berdasarkan peraturamgang-

undangan dan mematuhi Kode Etik pelaksana Pemilimaom

Mahasiswa.

Kode Etik ini bersifat Final mengikat dan karena ivajib

dipatuhi oleh setiap anggota Komis Pemilihan Umum

Mahasiswa dan seluruh pelaksana Pemilihan Umum sigaka

baik ditingkat Universitas, Fakultas, Jurusan deogfam Studi.

. Ketentuan Umum

1. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa adalah penyelerygar
Pemilihan Umum Mahasiswa yang mandiri, tidak metaiha
transparan dan profesional berdasarkan asas-asafhBe
Umum Mahasiswa yang demokratis, dengan melibatkan
partisipasi mahasiswa seluas-luasnya sehingga niasil
dipercaya oleh civitas akademika.

2. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa adalah komisi
independen yang dibentuk sesuai dengan undang-gndan
tentang Pemilihan Umum Mahasiswa yang bertujuamkunt
menyenggarakan pemilihan anggota SEMA-U, SEMA-F,
Presiden dan Wakil Presiden, Ketua BEM-F, Ketua BEM
dan Ketua BEM-PS.

3. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa menyelenggarakan
Pemilihan Umum Mahasiswa berdasarkan asas-asas
Pemilihan Umum Mahasiswa yang demokratis, yaitu
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adikisetu,
Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa perlu meyakini fkibl
bahwa Pemilihan Umum Mahasiswa dilaksanakan secara
transparan dan akuntabel.

4. Kode Etik ini adalah kodifikasi kaedah dan prilakang
belum diatur dalam peraturan perundang-undangairg@mnain
penjabaran prinsip-prisnip pelaksanaan Pemilihanutdm
Mahasiswa yang demokratis, yaitu :

a. Pelaksana  Pemilihan Umum  Mahasiswa harus
menggunakan kewenangan berdasarkan hukum.

b. Pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa harus bakin
tidak berpihak (imparsial).

c. Pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa harus dakin
transparan dan akuntabel.

d. Pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa harus malaya
pemilih menggunakan hak pilihanya.

e. Pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa harus tidak
melibatkan diri dalam konflik kepentingan.



f. Pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa harus loekin
profesional dalam bekerja.

g. Administrasi pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa
harus akurat.

5. Kode Etik berlaku bagi anggota Komisi Pemilihan UWmu
Mahasiswa dan seluruh pelaksana Pemilihan Umum
Mahasiswa pada semua tingkatan, dan bagi merekg yan
terbukti melanggarnya dikenakan sanksi sesuai aeKgde
Etik yang berlaku.

6. Yang dimaksud dengan pelaksana Pemilihan Umum
Mahasiswa adalah :
a.Anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa.

b. Anggota PPU (Panitia Pemilihan Universitas).
c.Anggota PPF (Panitia Pemilihan Fakultas).
d. Anggota PANWASLU ( Panitia Pengawas PEMILU ).

C.Penjabaran Prinsip-prinsip Dasar dalam Kode Etik
Pelaksana Pemilwa Pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa
Wajib :

1. Menggunakan K ewenangan Berdasar kan Hukum

aMelakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan Pemilih
Umum Mahasiswa yang sesuai dengan aturan perundang-
undangan.

b. Melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan Pemilih
Umum Mahasiswa yang sesuai dengan justifikasi
otoritasnya.

c.Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Mahasiswa
secara adil dan tidak berpihak.

2. Bersikap Adil dan Tidak Memihak

a.Berindak netral dan tidak memihak di dalam peny#ap
yang berkaitan dengan partai politik, calon danipem

b. Berindak netral dan tidak memihak terhadap medissma

c.Berindak independen dan tidak memihak terhadapaipart
politik, calon dan aktor politik atau kecenderungan
terhadap politik tertentu.

d. Berindak konsekuen adil dan memiliki pertimbangan
matang.

e.Setiap partai politik peserta Pemilihan Umum Masasi
calon, pemilih dan pihak-pihak lain yang terlibatlaim
proses Pemilihan Umum Mahasiswa diperlakukan secara
adil dan jujur, dengan mempertimbangkan semua kondi
yang berlaku.

f. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pgnga
buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari di
dari intervensi pihak lain.



g. Tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang meninkhul
rasa simpati atau antipati terhadap calon, padigipdan
aktor politik atau kecenderungan terhadap poléikentu.

h. Tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang
bersifat partisan atau masalah-masalah yang akaun at
sedang menjadi isu dalam proses Pemilihan Umum
Mahasiswa.

i. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang
bersifat partisan dengan pemilih.

j. Tidak memakai, membawa atau menggunakan simbol,
lambang atau atribut yang secara jelas menunjugikap
partisan kepada partai politik tertentu atau pasert
Pemilihan Umum Mahasiswa atau pemilih.

k. Tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada publik
berupa serangan pribadi terhadap pejabat, paiigipun
peserta Pemilihan Umum Mahasiswa.

l. Menjamin kesempatan yang sama bagi seseorang atau
peserta Pemilihan Umum Mahasiswa yang dituduh untuk
menyampaikan pandangan tentang kasus yang dituduhka

m.Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan
kasus tersebut dan mempertimbangkan semua alasgn ya
diajukan bilamana keputusan yang diambil menyangkut
kepentingan berbeda.

n. Melakukan tindakan secara adil dalam membuat
keputusan.

. Bertindak Transparan dan Akuntabel

a.Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkanngida
undang yang berlaku, tata tertib dan prosedur yalaip
ditetapkan.

b. Membuka akses publik mengenai informasi dan datg ya
berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesua
dengan peraturan perundang-undangan.

c.Menata akses publik secara objektif dan masuk akal
terhadap dokumen dan informasi yang relevan, sesuai
dengan aturan perundangan-undangan.

d. Mempertanggung jawabkan penerimaan dan penggunaan
keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
atau aturan yang berlaku.

eBersedia menjelaskan kepada publik bila terjadi
penyimpangan dalam proses kerja lembaga pelaksana
Pemilihan Umum Mahasiswa serta upaya perbaikannya.

f. Melakukan konsolidasi secara reguler dengan berbaga
pihak yang berkepentingan dengan seluruh proses ata
hal-hal tertentu yang berkaitan dengan Pemiliharuim
Mahasiswa.



g. Menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan
publik.

h. Memberikan penjelasan terhadap pernyataan yang
diajukan perihal keputusan yang telah diambil tegta
proses Pemilihan Umum Mahasiswa.

I. Merespon kritik dan pernyataan politik secara [ffodin
cepat.

j- Membangun sistem yang memungkinkan peserta Pemiliha
Umum Mahasiswa memiliki akses segera mungkin
terhadap semua informasi, dokumen dan data bakg yan
digunakan dalam proses Pemilihan Umum Mahasiswa.

k. Bersikap terbuka, terus terang dan bekerja samgaden
berbagai lembaga pengawasan yang dibentuk berdasark
peraturan perundang-undangan.

4. Melayani Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya

aMemberikan informasi dan pendidikan pemilih yang
mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih.

b. Memastikan bahwa pemilih memahami secara tepat
terhadap langkah dan tahapan proses Pemilihan Umum
Mahasiswa.

c.Membuka akses yang lebih luas bagi pemilih untuk
berpartisipasi dalam proses pelaksanaan Pemilimannt
Mahasiswa.

d. Melakukan segala upaya yang dibenarkan peraturan
perundang-undangan untuk memungkinkan  setiap
mahasiswa yang berhak terdaftar sebagai pemilih.

e.Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih dntu
memberikan suaranya.

5. Tidak Melibatkan Diri dalam Konflik Kepentingan.

aWajib mengumumkan adanya hubungan atau kedekatan
pribadi yang dapat memberikan peluang bagi situasi
konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebaga
pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa.

b. Menjamin agar tidak ada pelaksanaan Pemilihan Umum
Mahasiswa yang menjadi penentu Kkeputusan yang
menyangkut kepentingannya sendiri baik secara lamgs
maupun tidak langsung.

c.Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun darirfgese
Pemilihan Umum Mahasiswa, calon, Lembaga/pengusaha
atau individu yang dapat menarik keuntungan dan
keputusan lembaga pelaksana Pemilihan Umum
Mahasiswa.

d. Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yangmie
ataupun tidak resmi, termasuk kegiatan pribadi ydajat
menimbulkan konflik kepentingan.

6. Bertindak Profesional



aMenjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan npese
Pemilihan Umum Mahasiswa sesuai dengan standar
profesional administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum
Mahasiswa.

b. Bertindak berdasarkan prosedur standar dan substans
profesi administrasi Pemilihan Umum Mahasiswa yang
mukhtahir.

c.Menghindari diri dari kegiatan merencanakan dan
menggunakan anggaran yang berakibat pada pemborosan
dana publik.

d. Menggunakan waktu secara efesien dan efektif sesuai
dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh
organisasi pelaksana Pemilihan Umum Mahasiswa.

e.Melaksanakan tugas sebagai pelaksana Pemilihan Umum
Mahasiswa.

f. Tidak melalaikan pelaksanaanan tugas yang diatlanda
struktur  organisasi pelaksana Pemilihan  Umum
Mahasiswa.

7. Administrasi Pemilihan Umum M ahasiswa yang Akur at
aMemastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan
kepada publik berdasarkan fakta.

b. Memastikan bahwa seluruh informasi dikumpulkan,
disusun dan dipublikasikan dengan cara sistemalss
dan tidak rancu.

c.Memberikan informasi mengenai Pemilihan Umum
Mahasiswa kepada civitas akademika secara lengkap,
rinci, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Memberitahu publik perihal bagian tertentu dari tsua
informasi yang belum sepenuhnya dapat diandalkan
ataumasih berupa laporan sementara.

D. Jenis Pelanggar an dan Sanksi-sanksi
1. Jenis Pelanggaran terbagi menjadi pelanggaran ringan
dan berat.

aJenis Pelanggaran Ringan :

1) Lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

2) Mempengaruhi pemilih untuk memilih salah satu parta
atau calon.

3) Tidak transparan dan akuntabel dalam dalam
menyampaikan informasi.

4) Melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuiji.

b. Jenis Pelanggaran Berat
1) Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban.

2) Bersikap dan bertindak diskriminatif.
3) Menerima suap dalam bentuk apapun.
4) Memihak salah satu partai atau calon.
5) Menggelapkan uang.



6) Melibatkan diri dalam konflik kepentingan.
c.Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada point
huruf a, dapat menjadi berat apabila yang bersaagku
masih melakukan pelanggaran setelah diberikan sanks
2. Sanksi-Sanksi
a.Sanksi Pelanggaran Ringan
1) Mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis.
2) Meminta maaf secara terbuka baik lisan maupun
tertulis kepada public atau pihak yang dirugikan.
b. Sanksi Pelanggaran Berat
1) Dicabut keanggotaannya dan mengganti kerugian
materil.
2) Penjatuhan sanksi diputuskan melalui rapat pleno
KPUM
D. Penutup
Demikian Kode Etik pelaksana Pemilihan Umum Mahaaisi
dibuat, untuk dipatuhi dan dilaksanakan denganiksdizaknya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Januari 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

M ahsun M. Ayub Hakim
Ketua Sekretaris

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UM UM
MAHASISWA
NOMOR : 003.A/KPUM/1/2011
TENTANG :
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA

Menimbang

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegama
Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan PeraturataT
Tertib Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa,

b. Bahwa Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum
Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Mahasiswa.

Mengingat



1. Undang-undang Pemerintahan Mahasiswa UIN Sunanalfali
Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2010 tentang Partai iRolit
Mahasiswa,

2. Undang-undang Pemerintah Mahasiswa UIN Sunan Igalija
Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pemilihanuim
Mahasiswa,

3. Surat Keputusan Dewan Ekskutif Mahasiswa UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta Nomor : 10.SK.DEMA.I.2010 Temga
Anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010

Memper hatikan:Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Mahasiswa pada tanggal 3 Januari 2011
MEMUTUSKAN :
Menetapkan  :PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
(PEMILWA) UIN SUNAN  KALIJAGA
YOGYAKARTA 2011
BAB |
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMILWA

Pasal 1
Ketentuan Umum
1. Panwaslu berasal dari mahasiswa dan atau lembagn aga
dilingkungan UIN Sunan Kalijaga secara independgang
mendafatar di Komisi Pemilihan Umum.
2. Panwaslu berkedudukan di UIN Sunan Kalijaga sebsa@na
penunjang PEMILWA secara demokratis.
3. Kedudukan Panwaslu berada di Universitas sesuagamen
aturan yang diatur oleh KPUM.
. Pembentukan Panwaslu difasilitasi dan ditetapkah EPUM.
. Panwaslu melakukan pengawasan sesuai aturan-ayaram
telah ditetapkan oleh KPUM.
Pasal 2
Setiap mahasiswa berhak untuk memantau pelaksanaan
PEMILWA baik secara perorangan, partai, maupun bayab
pemantau independent.
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Pasal 3
Keanggotaan Panwaslu
1. Anggota Panwaslu maksimal 7 orang.
2. Struktur Panwaslu ditentukan oleh anggota

Pasal 4

Wewenang dan Tugas
1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan PemilihamU
Mahasiswa.



2. Menginventaris sengketa atas perselisihan yangutirdblam
penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa yangjsaiga
diteruskan ke KPUM.

3. Panwaslu berwenang untuk menegur Peserta Pemilmg ya
melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh KPUM.

4. Panwaslu harus bertindak adil dan tidak diskriniinat

BAB Il
MEKANISME PENGADUAN
Pasal 5

Laporan pelanggaran atau sengketa atas perseldsipeat diajukan

oleh :

a. Panwaslu

b. Pemantau independent

c. Peserta Pemilwa

d. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Pasal 6

Laporan disampaikan secara lisan atau tertulis pengi :

a. Nama dan alamat pelapor

b. Waktu dan tempat kejadian perkara

c. Nama dan alamat pelanggar

d. Uraian kejadian

Pasal 7
Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 darapmhskan
selambat-lambatnya 2 X 24 jam sejak terjadinya qr@rk

Pasal 8
KPUM berkoordinasi dengan PPU dan PPF untuk mempast
pengaduan ditingkat Universitas dan Fakultas.

BAB 11

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 9

1. Semua proses penyelesaian atas sengketa atau gagkamg
terhadap PEMILWA sepenuhnya dilakukan oleh KPUM.

2. Penyelesaian atas sengketa atau pelanggaran atasdw®e
melalui tahapan :

a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa utnuk
bermusyawarah untuk mufakat.

b. Apabila tidak tercapai kesepakatan, KPUM menawarkan
alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yangdmgketa.

c. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada padahd
tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketangdn
mengajukan keberatan yang diajukan oleh pihak yang
bersengketa, maka KPUM membuat keputusan final dan
mengikat.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 10



Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan petujakgawasan
dan Pemantauan Pemilwa akan diatur kemudian médapuitusan
KPUM melalui Rapat Pleno
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Januari 2011
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

M ahsun M. Ayub Hakim
Ketua Sekretaris
KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
NOMOR : 004.A/KPUM/1/2011

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN DAN PETUNJUK
TEKNIS

PEMILWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TAHUN 2011

Menimbang

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegama
Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan PeraturataT
Tertib Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa,

b. Bahwa Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum
Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Mahasiswa.

Mengingat

1. Undang-undang Pemerintahan Mahasiswa UIN Sunanalali
Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2010 tentang Partai iRolit
Mahasiswa,

2. Undang-undang Pemerintah Mahasiswa UIN Sunan Igalija
Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pemilihanutdm
Mahasiswa,

3. Surat Keputusan Dewan Ekskutif Mahasiswa UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta Nomor : 10.SK.DEMA.I.2010 Temga
Anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010

Memper hatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Mahasiswa pada tanggal 3 Januari 2011
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA (PEMILWA) UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA 2011

BAB |
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TATA CARA PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 1
Ketentuan Umum

. Kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa dilakukan oleh

kandidat dan atau Partai Politik Mahasiswa pedeg®ILWA
didaerah pemilihan masing-masing.

. Tema dan materi kampanye Pemilihan Umum Mahasi®siaib

program setiap kandidat dan atau program PartaitikPol
Mahasiswa yang ditawarkan kepada pemilih, yangsdai&an
dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan.

. Penyampaian kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa

disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dank tida
memancing emosi mahasiswa.

. Bentuk kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa adalah

kampanye kandidat dan kampanye partai.

. Bentuk kampanye kandidat adalah dialogis dan magi®lo

. Bentuk kampanye partai adalah tertulis dan tideklie

. Dalam kampanye Pemilihan Umum Mahasiswa dilarang :

. Menghina seseorang, suku, ras, golongan, kandidat adau

Partai Politik Mahasiswa yang lain.

. Menghasut dan mengadu domba kelompok-kelompok

mahasiswa.
Mengganggu ketertiban civitas akademik

. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau manganjurk

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok
mahasiswa, dan atau Partai Politik Mahasiswa yaing |

. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasak utn

mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
Merusak dan atau menghilangakan alat peraga karafRantai
Politik Mahasiswa peserta Pemilihan Umum Mahasisiaa
atau kandidat anggota SEMA-U, SEMA-F, Ketua BEM-F,
Ketua BEM-J, Ketua BEM-PS, serta Presiden dan Wakil
Presiden Mahasiswa.

. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukangaien

kendaraan bermotor di lingkungan kampus.

. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau matamnya

untuk mempengaruhi pemilih.
Pasal 2
K etentuan Khusus
Kampanye Kandidat

. Kampanye kandidat anggota SEMA-U dan SEMA-F berdent

monologis yang dilakukan secara terbuka dihadapsmsiswa.

. Kampanye untuk calon Presiden dan Wakil Presidestud

BEM-F, Ketua BEM-J, Ketua BEM-PS adalah gabunganaran



=

monologis dan dialogis yang berwujud debat kandigkatg
dapat dilakukan diruangan terbuka maupun tertutup.

. Untuk dapat ikut kampanye para kandidat harus nfearda

terlebih dahulu kepada panitia.

. Waktu atau durasi kampanye diatur oleh panitia denseluruh

kandidat mendapat alokasi waktu yang sama.

. Kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat i(2]3)a

dipimpin oleh seorang moderator yang mengatur jglaracara.

. Jadwal urutan kampanye bagi setiap kandidat dilakwdengan

mekanisme undian yang dilakukan sehari sebelunkgetaan
sampai sebelum acara dimulai oleh panitia.

. Kandidat anggota SEMA-U dan SEMA-F harus hadir mhala

kampanye dan dapat didampingi atau diwakili olehu ju
kampanye.

. Kandidat Capres dan Cawapres, Ketua BEM-F, KetuM-BE

Ketua BEM-PS harus hadir dalam kampanye.

. Alokasi waktu bagi kandidat yang belum menggunakan

waktunya dapat dipakai oleh kandidat lain sesuatamnya
yang diatur oleh panitia
Pasal 3
Ketentuan Khusus Kampanye Partai

. Kampanye tidak tertulis dapat berupa diskusi dao aawai.
. Kampanye yang dilakukan oleh partai pesrta Pemmlidenum

Mahasiswa dengan bentuk diskusi program, visi desinpartai.
Pasal 4

. Kampanye tertulis adalah kampanye yang dilakukah phartai

peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dengan menggunakan
materi kampanye.

. Kampanye tertulis dilaksanakan pada tempat yanghtel

disediakan oleh panitia.
Pasal 5

. Kampanye akbar adalah kampanye yang dilakukan detai

peserta Pemilihan Umum Mahasiswa untuk menyampaikan
program, visi dan misi partai.

. Kampanye akbar diadakan secara bersama oleh sgbartdu

peserta Pemilihan Umum Mahasiswa yang dilakukararaec
terbuka dihadapan mahasiswa.

. Dalam kampanye akbar setiap partai mengajukarkgmpanye

dan dapat menghadirkan kandidat anggota legishatifipun
ekskutifnya.

. Juru kampanye dan kandidat tidak boleh lebih dzaineorang.
. Waktu atau durasi kampanye diatur oleh panitia denseluruh

partai mendapat alokasi waktuyang sama.
BAB Il
PELANGGARAN DAN SANK S
Pasal 6



Pelanggar an

Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yiaigidn

oleh peserta Pemilihan Umum Mahasiswa terhadaptyrara

peraturan yang telah ditetapkan oleh KPUM.
Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan kampanye meliputi :

1. Melakukan kampanye pengerahan massa sebelum tanggal
dimulai masa kampanye.

2. Melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditksap

3. Melakukan semua bentuk kampanye pada hari tenang.

4. Melakukan kampanye pada hari pencoblosan.

Pasal 8
Pelanggaran terhadap larangan kampanye adalah asslbag
dimaksud pada pasal 1 ayat (7).
Pasal 9
Jenis Pelanggaran

Jenis Pelanggaran meliputi pelangaran ringan deat.be

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadaptkatepada
pasal 1 ayat (7) huruf a, huruf ¢, huruf f dan figru

2. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadaptiueatepada
pasal 1 ayat (7) huruf b, d, e, h, dan pasal 7 @at2), (3) dan
(4).

3. Pelanggaran ringan sebagaimana ketentuan padal ayapat
menjadi Pelanggaran Berat apabila pelanggar masityuiangi
hal yang sama setelah diberi sanksi.

Pasal 10
Sanksi-Sanksi

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 ayatdiKgnakan
sanksi :

a. Mendapat teguran baik secara lisan maupun tulisan.

b. Meminta maaf secara terbuka baik lisan maupun ligrtu
kepada publik atau pihak yang dirugikan.

c. Mengganti kerugian material.

2. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1 ayau(i b, huruf d,
huruf e dan huruf h, dikenakan sanksi dengan kedent
a. Apabila dilakukan oleh partai, maka partai tersebapat

didiskualifikasi sebagai peserta Pemilihan Umum
Mahasiswa.

b. Apabila dilakukan oleh calon baik ekskutif maupun
legislative maka yang bersangkutan dapat didiskkadii
dari pencalonan.

3.Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 aydaph)t dikenakan
sanksi sebagai berikut :

a. Dihentikan dan dibubarkan.



b. Jika ketentuan pada huruf a masih dilanggar makay ya
bersangkutan tidak mendapatkan jadwal kampanye pada
masa kampanye.

4. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pagat {2gdapat
dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. Dihentikan dan dibubarkan.

b. Jika ketentuan pada huruf a masih dilangar makag yan
bersangkutan dicabut hak kampanyenya baik kampanye
tertulis maupun tidak tertulis.

5. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pagat 73 dan
(4) dapat didiskualifikasi dari Pemilihan Umum Malsava.

Pasal 11
Penjatuhan sanksi diputuskan melalui Rapat Plend\NKP
Pasal 12

Keputusan KPUM tentang penjatuhan sanksi bersifal fdan

mengikat.

BAB 111
TABULASI HASIL SUARA
Pasal 13

Tabulasi Hasil Suara adalah penghitungan hasibsdalam bentuk

table.

Pasal 14

Tabulasi Hasil Suara merupakan landasan dalam ggearetcalon

jadi Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, Kettll &, Ketua

BEM-J, Ketua BEM-PS dan partai yang mendapatkasi thaik di

SEMA-U maupun SEMA-F yang diberita acarakan oleftukP

Pasal 15

Tabulasi Hasil Suara merupakan landasan dalam panghn

hasil suara Pemilihan Umum Mahasiswa dan penghatung

stambus accord

Pasal 16
Tabulasi Hasil Suara dibuat oleh Komisi Pemilihanmuun
Mahasiswa ( KPUM )

Pasal 17

Hasil penghitungan suara dapat diangap sah apbéil#asarkan

table hasil suara.

Pasal 18

Tabel hasil suara terdiri dari :

1. Tabel hasil suara untuk calon Presiden dan WaleélsiBen
Mahasiswa, calon Ketua BEM-F, calon Ketua BEM-Jpra
Ketua BEM-PS.

2. Tabel hasil suara untuk calon anggota SEMA-U dal &E

Pasal 19

Table hasil suara dapat dianggap sah apabila :

1. Terdapat logo resmi KPUM

2. Terdapat stempel resmi KPUM



3. Terdapat kode khusus yang dibuat oleh KPUM
4. Terdapat tanda tangan ketua PPF

5. Terdapat tanda tangan perwakilan KPUM

6. Terdapat tanda tangan Perwakilan Saksi

7. Terdapat tanda tangan ketua KPPS

Pasal 20

Kode khusus table hasil suara diatur sebagai kteriku

1. Fakultas Adab dan limu Budaya . AlAy

2. Fakultas Dakwah : B/Dy

3. Fakultas Syari'ah dan Hukum : C/ISy

4. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan : DITy

5. Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiramisl&/Uy

6. Fakultas Sains dan Teknologi . FIST

7. Fakultas llmu Sosial dan Humaniora : G/Fish
Pasal 21

Suara abstain dan suara rusak dicantumkan dalaomkdhftar
nama calon diurutan paling bawah.
BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 22

Pemilih mandatangi tempat pemungutan suara seselagad

daerah pemilihannya masing-masing pada hari, tandga jam

yang telah ditentukan.
Pasal 23

1. Pemilih mandaftarkan diri sebagai pemilih dengamungukkan
KTM atau slip pembayaran, atau KRS yang masih kertan
menandatangani daftar pemilih yang telah disedigietagas
pada meja pertama.

2. Bagi pemilih yang hanya mempunyai slip pembayatan KRS
harus menyertakan kartu identitas atau keterangam ylang
mendukung.

Pasal 24

Pemilih mandapatkan 4 (empat) kertas suara yaaf gitek dan

ditandatangani oleh ketua, wakil dan salah seoaasggota PPF

atau kelompok pelaksana pemungutan suara pada keejaa
dengan ketentuan Kartu Suara :

1. Warna Putih untuk pemilihan Presiden dan Wak#éskRlen
Mahasiswa,

2. Warna Biru untuk pemilihan Ketua BEM-F,

3. Warna Kuning untuk pemilihan Ketua BEM-J dan PS,

4. Warna Merah untuk pemilihan partai dalam persmtanggota
SEMA-U dan SEMA-F

Pasal 25

Pemilih melaksanakan pemungutan suara didalam yalilg telah

disediakan PPF dengan mencoblos tanda gambar HRuliaik

Mahasiswa didalam kotak pada kertas suara untukilipam



anggota SEMA-U dan SEMA-F, dan mencoblos foto sation
untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden MakasiKetua
BEM-F, Ketua BEM-J, dan Ketua BEM-PS.

Pasal 26
Pemilih melipat kertas suara seperti semula dan asakkan
kertas suara kedalam kotak yang disediakan seseagad
kelompok pilihan dengan dipandu petugas pelaksana.

Pasal 27
Pemilih meninggalkan tempat pemungutan suara $eteilberi
tanda tinta atau yang lain pada ujung jari olelugpes.



BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 28
Penghitungan suara dilaksanakan setelah TPS (tggepaingutan
suara) ditutup pada waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 29
Penghitungan suara dilaksanakan setelah Petugasii@em
Fakultas (PPF) mencocokkan daftar hadir pemilihgdansisa
kertas suara pemilihan.

Pasal 30
Apabila kertas suara hasil pemilihan lebih dari [pim daftar
pemilih yang hadir, maka diadakan pengambilan ksutara secara
acak oleh Ketua PPF atau Ketua TPS atau salahngearaygota
PPF atau TPS yang ditunjuk.

Pasal 31
Penghitungan suara sah apabila dihadiri oleh seitkarangnya
petugas KPUM, panitia pelaksana dan saksi-saksa sgapat
dihadiri oleh PANWASLU.

Pasal 32
Panitia penghitungan suara menempatkan kertasatibguara
pada papan atau tembok yang dapat terlihat olelertpes
penghitungan suara.

Pasal 33
Ketua PPF membuka segel satu persatu dan petugggifanjuk
menghitung jumlah kertas suara dalam kotak.

Pasal 34
Petugas penghitungan suara mencocokkan jumlah skedara
dengan jumlah pemilih yang terdaftar.

Pasal 35
Petugas penghitungan suara membacakan satu pkestts suara
dengan disaksikan oleh petugas KPUM, Ketua PPFsi sddri
partai dan dituliskan dalam tabulasi suara yarahtdisediakan

Pasal 36
Petugas menyisihkan kertas suara yang telah dibacalan
memasukkan kedalam kotak suara sesuai dengan kekomp
pilihannya.

Pasal 37
Ketua PPF atau TPS mengunci kotak suara seteladsasel
penghitungan dan menempatkannya pada tempat yaang am

Pasal 38
Petugas penghitungan suara menjumlahkan hasil ssetedah
penghitungan suara dilaksanakan.

Pasal 39



Petugas TPS mengisi rekapitulsi hasil suara damndi#tangani
oleh Ketua PPF dan ketua KPPS serta saksi-saksi.
Pasal 40

1. Ketua PPF menyerahkan tabulasi hasil suara databecara
pelaksanaan pemilihan yang telah ditandatanganiaKét/akil,
Anggota dan saksi-saksi yang hadir kepada petuB&k yang
telah ditunjuk dan Saksi masing-masing partai.

2. Ketua PPU menyerahkan tabulasi hasil suara damaba&cara
pelaksanaan pemilihan yang telah ditandatanganuaKetan
Wakil ketua PPU serta seluruh Ketua PPF kepadaak€RUM.

BAB VI
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGGABUNGAN SISA
SUARA
Penghitungan Suara dan Pelimpahan Suara SEMA-U
Pasal 41
Penghitungan suara untuk kursi SEMA-U berdasarkanlgh
suara sah seluruh Fakultas dibagi jumlah kursi yhsediakan.
Pasal 42

Penggabungan sisa suara dapat dilakukan antati pgaftan satu

Fakultas untuk menempati sisa kursi SEMA-U dalanktwgang

ditetapkan.

Pasal 43

Penggabungan sisa suara dapat dilakukan dalanpagti antar

Fakultas untuk menempati sisa kursi SEMA-U dalanktwgang

ditetapkan.

Pasal 44

Penggabungan sisa suara sebagaimana dimaksudased&@p dan

43 dapat dilakukan dalam waktu 2 X 24 jam, terhitwsejak

selesainya waktu pemungutan suara.

Pasal 45

Apabila setelah penghitungan suara dan berakhimstgenbus

accord tidak ada satupun partai yang mendapatkan jataki ku

SEMA-U, maka dapat dilakukan penggabungan suam@nkuantar

partai dalam seluruh Fakultas untuk menempati tu) sarsi.

Penghitungan Suar a dan Penggabungan suara SEMA-F
Pasal 46
Penghitungan suara untuk kursi SEMA-F berdasankentejh suara
sah dalam seluruh jurusan dibagi jumlah kursi ydisgdiakan.
Pasal 47

Penggabungan sisa suara dapat dilakukan antati gaftan satu

fakultas untuk menempati sisa kursi SEMA-F dalanktwayang

ditetapkan.
Pasal 48

Penggabungan sisa suara sebagaimana dimaksud psdh4d

dapat dilakukan dalam waktu 2 X 24 jam, terhitungjak

selesainya waktu pemungutan suara.



Pasal 49
Apabila setelah penghitungan suara dan berakhisigabus
accord tidak ada satupun partai yang mendapatkan jataki ku
SEMA-F, maka dapat dilakukan penggabungan suarnguantar
partai dalam satu fakultas apabila mencapai 75 #delati kuota
untuk menempati 1 (satu) kursi.

Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden M ahasisva
Pasal 50
Penghitungan suara untuk Presiden dan Wakil Preditsdhasiswa
berdasarkan jumlah suara sah calon pada seluruhldgemilihan.
Pasal 51
Apabila terjadi kesamaan jumlah suara calon Prasid Wakil
Presiden Mahasiswa dalam penghitungan suara, mepatusan
diambil dari kemenangan suara ditiap Fakultas. Pkan masih
terjadi kesamaan maka keputusan diambil dalam Ksngr
Mahasiswa Universitas ( KMU )
Penghitungan suara Ketua BEM-F
Pasal 52
Penghitungan suara untuk Ketua & Wakil Ketua BEM-F
berdasarkan jumlah suara sah calon pada selursahdpemilihan
dalam satu Fakultas.
Pasal 53
Apabila terjadi kesamaan jumlah suara calon Ketu&&kil Ketua
BEM-F dalam peghitungan suara, maka keputusan dizahaloi
kemenangan suara ditiap jurusan. Dan jika masjadiekesamaan
maka keputusan diambil dalam Kongres Mahasiswa |taku
(KMF)
Penghitungan Suara Ketua BEM-J dan BEM-PS
Pasal 54
Penghitungan suara untuk Ketua BEM-J dan Ketua BEM-
berdasarkan jumlah suara sah calon dalam satutdaerailihan
jurusan atau Program Studi.
Pasal 55
Apabila terjadi kesamaan jumlah suara calon Ket&MB atau
BEM-PS dalam penghitungan suara, maka diadakan lipami
ulang ketua BEM-J atau BEM-PS pada daerah pemiljharsan
atau Program Studi tersebut yang diselenggaralednRiPF setelah
melalui keputusan KPUM.
BAB VII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 56
1. Khusus bagi Mahasiswa Jurusan limu Hukum Fakuly@si&h
dan Hukum, Jurusan Illmu Kesejahteraan Sosial Fakult
Dakwah dan Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Adablldan



Budaya hanya mempunyai hak suara untuk memilihid&es
dan Wakil Presiden Mahasiswa, BEM-F dan Partai.
BAB VIII
ATURAN PENJELASAN
Pasal 57
Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan petumelaksanaan
dan petunjuk teknis akan diatur kemudian melaluputesan
KPUM dalam Rapat Pleno.
Pasal 58
Petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis ini meéngadian
dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa Untasrislam
Negeri Yogyakarta untuk dilaksanakan secara baikn da
bertanggungjawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Januari 2011



MANUAL ACARA PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (PEMILWA)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2011

NO | TANGGAL AGENDA
1 3 Januari 2011 Rapat pleno KPU mengenai mekari$tk PPF, Panwaslu
2 8 Januari 2011 Rapat koordinasi KPU dengan DEMA, BEM-F dan selyattai
Penyerahan berkas mekanisme PPF ke BEM-F, PPUatamaBlu ke DEMA
) Pendaftaran PPF, PPU Dan Panwaslu Ke Masing-Masingiatan (PPF Ke
3 | 8-10Januari 2011 BEM-F, PPU Dan Panwaslu ke DEMA) dan diverifikastuk selanjutnya
diserahkan ke KPU
4 | 11Januari 2011 | pengesahan PPU, PPF dan Panwaslu oleh KPU
S 16-17 Januari 2011 v/erifikasi faktual partai
6 20 Januari 2011 | penetapan partai-partai pemilwa
7 | 21Januari 2011 | Rapat koordinasi partai-partai dan pengambilan mamat partai
8 25 Januari - 10 Pendaftaran calon anggota SEMA-U, SEMA-F, PresMakil Presiden,
Febtuari 2011 Ketua BEM-F, Ketua BEM-J, Ketua BEM-PS
9 11-13 Februari
2011 Verifikasi calon
10 | 14 Februari 2011 | pengumuman calon tetap dan pengambilan nomor aian ¢
11 | 23 Februari 2011 | Rapat koordinasi KPUM dengan PPU dan PPE
13 | 26 februari 2011 | Rapat koordinasi KPUM dengan partai-partai
14 | 1-8 Maret 2011 Kampanye monologis
15 | 9-11 Maret 2011 | kampanye dialogis Fakultas dan Universitas
19 | I7Maret 2011 PEMUNGUTAN SUARA
20 18 Maret 2011

Pengumpulan berkas-berkas suara / Koordinasi KFRRMY san PPF




21 | 19-20 Maret 2011 | Rekapitulasi dan penetaparasuar

22 | 21 Maret 2011 Penetapan dan pengumuman Eksekutif dan Legislatif

Mengetahui,
Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM)

UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta

Mengetahui,

Prof. Dr. H. Maragustam Siregar, MA Mahsun
PR3 bidang Kemahasiswaan Ketua KPUM




REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH PADA
PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (PEMILWA)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2011
NO FAKULTAS JUMLAH
1 ADAB DAN ILMU BUDAYA 385
2 DAKWAH 966
3 SYARI'AH DAN HUKUM 1311
4 TARBIYAH DAN KEGURUAN 1066
5 USHULUDIN, STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM 482
6 SAINS DAN TEKNOLOGI 1138
7 ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA 690
JUMLAH 6038
REKAPITULASI JUMLAH SUARA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NO | CALON Y Y Y Y Y T H JUMLAH
1 W.A BANGKIT H.J
ROHMAN 11 8 30 30 0 72 8 1889
2 ALIYUDIN
NUHA ROFQIA 7 3 39 68 0 00 8 980
3 ABDUL KHALID
SISWADI 77 59 44 9 36 3 50 2968
ABSTAIN 6 2 8 2 8 1 0 187
SUARA TIDAK SAH 5 1 13 7 8 2 4 270
JUMLAH SUARA 81 63 304 066 82 138 90 6024

REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI

NO | PARTAI Y DY [Y |V Y [T H JUMLAH
1 PARTA SRCYVAT 229 | 835 | 858 | 619 | 342| 641 | 546 | o070

2 PARTPANS! 16 |1 18 | 38 11 | 54 9 47

3 PARTAIBINTANG 23 |8 12 | 39 10 | 20 119

4 PARTAIINTELEKTUAL | o . . o . ) .

5 A OKRAT o 2 4 4 3 7 4 2

PARTAI PENCERAHAN




7 PARTAIPAS 6 197 | 140 32 279 39 83
PARTAI AMANAT
8 |IAHASISWA 2 0 1 6 1 4 0 14
PARTAI SUNAN
9 ALIIAGA 3 0 4 7 1 6 3 21
10 PARTAIMAWAR 1 1 1 12 5 5 0 9
11 | PARMASUKA 0 2 2 2 2 4 1 13
ABSTAIN 6 3 90 46 14 52 24 235
SUARA TIDAK SAH 7 7 48 0 6 18 16 102
JUMLAH SUARA 381 |96 |1289 |1024 |472 |1115 | 688 912
Keterangan : Kursi Calon Anggota Senat Mahasiswiaddsitas Berjumlah 23
Kursi. Quota Satu Kursi SEMA-U = Jumlah Suara Salagi Jumlah Kursi.
5575 : 23 = 242,3@42)
REKAPITULASI JUMLAH SUARA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEM-F)
NO | FAKULTAS CALON SUARA SAH §XQRA TIDAK | ABSTAIN
PRETI ETIKA 43
AHMAD FAIDI 236
1 ﬁ_tl\)nAuBBDuADNAY A | UKON PURKONUDDIN | 66 5 14
NUR ROKHIM 0
SAHPUTRA 21
SITI MUNAWAROH 0
AHMAD ALI M.S 15
2 | DAKWAH HATAMI = 0
EL-GHORORI HADI 5
3 | SYARIAH DAN [ ABDUL AZIZ M.MM 98 5 138
HUKUM AYI REZKI FAIZAN N 50
M.AHYAN YUSUF S 7
TARBIYAH SAUQI FUTAQI 675
4 | DAN 0 17
KEGURUAN SUPRIMA 157
SATORI 118
USHULUDIN, M.ZULKARNAIN AZIZ |0
5 STUDIAGAMA | MUHAMMAD ARIF 71 8 6
DAN PEMIKIRAN 6
ISLAM LUKMANUL HAKIM
o | SAINS DAN WIDA AWANDA 32 4 4
TEKNOLOGI PURNA BAYU N 38
ILMU SOSIAL SITI FAIZAH 7
7 AN HASAN MA'ALI 78 11 7
HUMANIORA LAILAH 7
JUMLAH 367 03 15




REKAPITULASI JUMLAH SUARA
BADAN EKSEKUTIF MAHASI SWA JURUSAN/ PROGRAM STUDI

(BEM-J/BEM-PS)

SUARA |SUARA
O | JURUSAN CALON o 2 | ABSTAINDUMLAH
HENDRA KUSUMA 7
| | BAHASA DAN SASTRA[ ISYQIE FIRDAUSYAH | 6 0 0 -
ARAB JAFAR SODIO 106
AL-FATIF 6
, | SEJARAH DAN SRIMEY WAHYUNI 5 . . "
KEBUDAYAAN ISLAM | IMAM SOPYAN 8
MARIFATUS SAADAH | 7
3 JLMU PERPUSTAKAAN [TERIEATES S0/ — 0 1 03
SUARA | SUARA
NO | JURUSAN CALON e | Tk o | ABSTAIN | JuMLAH
FIRMANTO 8
1 KE(;)IMSIEI\ENAJ;\“?,?ANM LUKMAN HAKIM 14 0 1 178
ABDUL LATIF 155
2 | OMUNIKAS] DAN | AHYAR MAHMUDI 303
PENYIARAN ISLAM |-2IYONO 17 2 3 348
FARIS AGUS P 3
, MANAJEMEN BADRIYANTO 69 0 0 o
DAKWAH MIRZA NAFTAN 3
, PENGEMBANGAN | RAHAYU K, 30 0 0 0
MASYARAKAT ISLAM| M. SOFIANDI 7
SUARA
NO| JURUSAN CALON SUARA | 1 pak ABSTAINJUMLAH
SAH
SAH
M. RIDWAN F 7
1 évx\ﬁ;@; ANIF RAHMAWATI 3 2 0 42
BASYAR D 0
LISA AMINATUL M 19
2 | JINAYAH SivAsAH (LR AMEA L 2 1 1 28
PERBANDINGAN | ASYHARUL M 50
3 | MADZHAB&HUKU 9 0 3 52
M SYARIFUDDIN F
MAKSUM 95
4 KEUANGAN ISLAM (ERESIM = 2 5 32
CHAIRURROZIKIN 53
5 | MUAMALAH R > 7 1 49
SUARA
NO| JURUSAN CALON SUARA | 1pak ABSTAIN| JUMLAH
SAH
SAH
NURI YUDIARTO 3
1 Zg':ﬁ":'ﬁ_%w NUR KHOLIS 53 8 5 01
SUCIPTO 20
KHAFIDATUL K 0
2 :;'IE_'ZEND'D'KAN DIAN LESTARI 28 8 3 275
A.W. AGUNG 96
3 PENDIDIKAN | A. TAUFIQ MAMUN 85 3 2 76




SUARA SUARA
NO JURUSAN CALON SAH TIDAKSAH ABSTAIN JUMLAH
HANDINI 209
1 ILMU KOMUNIKASI BUMBUNG KOSONG | 30 1 3 243
KHUSNUL K. 10
2 SOSIOLOGI SUBHAN YUNUS 138 2 6 156
M. SENO AJIW.P 249
3 PSIKOLOGI AHMAD SAEFUDDIN | 24 8 0 289
FAQIH ASGHURI 8
BAHASA ARAB DEDI SUBRIADI 13
SIGIT RIZKI FAUZ| 36
ARIF RAHMAN F. 27
4 PENDIDIKAN GURU | M. MASKUR 85 2 5 101
MI BUMBUNG KOSONG 0
SUARA |SUARA
NO| JURUSAN CALON SAH TIDAK SAH ABSTAIN| JUMLAH
MUHYIDDIN 9
1 AQIDAH FILSAFAT BUMBUNG KOSONG 0 2 6 77
MOH. TARIB 143
2 | TAFSIR HADIS FIRAS BISYI 51 3 0 167
RAHMAT FAJAR 103
3 Zgiﬁ,ﬁ;\NDlNGAN MA'RIFATUL W 7 7 2 139
AWALUDDIN D 20
BUKRAN EFENDI 71
4 | SOSIOLOGI AGAMA SUBROTO 11 1 3 86
SUARA |SUARA
NO | JURUSAN CALON SAH TIDAK SAH ABSTAIN pUMLAH
ULFA NI'MATUS S 61
1 MATEMATIKA BUMBUNG KOSONG ) 3 7 71
TUGIMAN 8
2 PEND. MATEMATIKA FAHISAL A ABIDIN 76 0 4 148
ITAROSITAI 66
3 | BIOLOGI EDY FIRDAUS 6 0 4 96
EDI MUHARTONO 15
4 | PEND. BIOLOGI SRI YUNIARTI 72 0 8 155
FAJAR NUR A.D.S 60
INDAH KHAIRUN N 34
5 | FISIKA BUMBUNG KOSONG 0 0 2 36
ZUFIKA NASHIROH 52
6 PEND. FISIKA AHMAD ADIB R 83 0 6 141
ANIS HIDAYAH 69
! KIMIA BUMBUNG KOSONG 0 4 1 4
RIZAL FAUZI 84
8 PEND. KIMIA ERNY ROHMATUS S | 85 4 2 175
M. ABDUL QOYYUM 106
9 TEKNIK INDUSTRI ASEP BAHRUDDIN 33 0 3 142
RISCHAN MAFRUR 24
10 [TEKNIK INFORMATIKA R PRIYO KUSUMA 51 1 2 78




REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI

FAKULTASADAB DAN ILMU BUDAYA

[ NO | PARTAI | SUARA | KETERANGAN |
NO PARTAI SUARA KETERANGAN
1 PARTAI RAKYAT ME.RDEKA 229 Kursi Calon Anggota
2 PARTAI ALIANSI DEMOKRAT 16 Senat Mahasiswa

Fakultas Berjumlah 15

NO PARTAI

SUARA

PARTAI RAKYAT MERDEKA

835

WSE BSERANGAN Kursi
SEKAF CalgmARdgota

PARTAI ALIANSI DEMOKRAT

PARTAI BINTANG MERAH

syxansaMabagEAnla
Kurspladigs Beawnlan

PARTAI INTELEKTUAMUSLIM

5 Kursi. Quota Satu

PARTAI DEMOKRAT MAHASISWA

NIO|o|F

Kursi SEMA-F =

PARTAI PENCERAHAN

51

Jumlah Suara Sah

PARTAI PAS

56

dibagi Jumlah Kursi.

PARTAI AMANAT MAHASISWA

OO|N[O|U|DW|NF

PARTAI SUNAN KALIJAGA

956 : 15 = 63,7364)

10 PARTAI MAWAR

11 PARMASUKA

ABSTAIN

SUARA TIDAK SAH

~N(w|n(k|lo|o

JUMLAH SUARA

966

=

PARTAI BINTANG MERAH 23

PARTAI INTELEKTUAL MUSLIM 5

PARTAI DEMOKRAT MAHASISWA 2

PARTAI PENCERAHAN 47

PARTAI PAS 40

PARTAI AMANAT MAHASISWA

O|O|N|O|0|~|W

PARTAI SUNAN KALIJAGA

L0 PARTAI MAWAR

11 PARMASUKA

ABSTAIN

SUARA TIDAK SAH

~N|O|olFPlw(N

JUMLAH SUARA 381

REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI

FAKULTAS DAKWAH



1 PARTAI RAKYAT MERDEKA 858
2 PARTAI ALIANS|I DEMOKRAT 18
3 PARTAI BINTANG MERAH 12
4 PARTAI INTELEKTUAL MUSLIM 5

5 PARTAI DEMOKRAT MAHASISWA | 4

6 PARTAI PENCERAHAN 49
7 PARTAI PAS 197
8 PARTAI AMANAT MAHASISWA 1

9 PARTAI SUNAN KALIJAGA 4
10 PARTAI MAWAR 1
11 PARMASUKA 2
ABSTAIN 90
SUARA TIDAK SAH 48

JUMLAH SUARA

1289

Kursi Calon Anggota
Senat Mahasiswa
Fakultas Berjumlah
15 Kursi. Quota Satu
Kursi SEMA-F =
Jumlah Suara Sah
dibagi Jumlah Kursi.
1151:15=76,73

(77)

REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI

FAKULTASSYARIAH DAN HUKUM

REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI
FAKULTASTARBIYAH DAN KEGURUAN

NO PARTAI SUARA KETERANGAN
1 PARTAI RAKYAT MERDEKA 619 Kursi Calon Anggota
2 PARTAI ALIANSI DEMOKRAT 38 Senat Mahasiswa
3 PARTAI BINTANG MERAH 39 Fakultas Berjum|ah
4 |PARTAIINTELEKTUAL MUSLIM | 5 15 Kursi. Quota Satu
5 PARTAI DEMOKRAT 4 Kursi SEMA-F =

MAHASISWA Jumlah Suara Sah

6 PARTAI PENCERAHAN 96 dlbagl Jumlah Kursi.
7 PARTAI PAS 140 958 - 15 = 63 8_(64)
8 PARTAI AMANAT MAHASISWA 6 ’ !
9 PARTAI SUNAN KALIJAGA 7

10 PARTAI MAWAR 2

11 PARMASUKA 2
ABSTAIN 46
SUARA TIDAK SAH 0
JUMLAH SUARA 1004

REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI
FAKULTASUSHULUDIN, STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM

NO PARTAI SUARA | KETERANGAN
1 PARTAI RAKYAT MERDEKA 342
2 PARTAI ALIANSI DEMOKRAT 11
3 PARTAI BINTANG MERAH 10
4 PARTAI INTELEKTUAL MUSLIM 8
5 PARTAI DEMOKRAMAHASISWA 3
6 PARTAI PENCERAHAN 40
7 PARTAI PAS 32
8 PARTAI AMANAT MAHASISWA 1
9 PARTAI SUNAN KALIJAGA 1

L0 PARTAI MAWAR 2

11 PARMASUKA 2
ABSTAIN 14



SUARA TIDAK SAH

6

JUMLAH SUARA

472

REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI
FAKULTASSAINS DAN TEKNOL OGlI

NO PARTAI SUARA | KETERANGAN
1 PARTAI RAKYAT MERDEKA 641 Kursi Calon Anggota Senat
2 PARTAI ALIANS| DEMOKRAT 54 Mahasiswa Fakultas Berjumlah
3 PARTAI BINTANG MERAH 20 15 Kursi. Quota Satu Kursi
4 PARTAI INTELEKTUAL MUSLIM 6 SEMA-F = Jumlah Suara Sah
5 PARTAI DEMOKRATMAHASISWA | 7 dibagi Jumlah Kursi. 1045 : 15
6 PARTAI PENCERAHAN 22 = 69,67(70)
7 PARTAI PAS 279
8 PARTAI AMANAT MAHASISWA 4
9 PARTAI SUNAN KALIJAGA 6
10 PARTAI MAWAR 2
11 PARMASUKA 4
ABSTAIN 52
SUARA TIDAK SAH 18
JUMLAH SUARA 1115

REKAPITULASI JUMLAH SUARA PARTAI
FAKULTASILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

NO PARTAI SUARA KETERANGAN
1 |PARTAI RAKYAT MERDEKA 546 Kursi Calon Anggotal
2 PARTAI ALIANSI DEMOKRAT 9 Senat Mahasiswa
3 PARTAI BINTANG MERAH 7 Fakultas Berjumlah
4 PARTAIINTELEKTUAL MUSLIM | 1 15 Kursi. Quota Satu
5 PARTAIDEMOKRAT MAHASISWA | 4 Kursi SEMA-F =
6 PARTAI PENCERAHAN 38 Jumlah Suara Sah
7 PARTAI PAS 39 - -
8 PARTAIAMANAT MAHASISWA | 0 g'fg ?'l‘éuinl%hzﬁgs"
9 PARTAI SUNAN KALIJAGA 3 ’

L0 PARTAI MAWAR 0

1 PARMASUKA 1
ABSTAIN 24
SUARA TIDAK SAH 16
JUMLAH SUARA 688

CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS (SEMA-U)

DELEGASI
NO | NAMA CALON NIM FAKULTAS PARTAI
1 M. RAMADHAN 08120052 AY PRM
2 IMAM 08120032 AY PRM
3 ARYANI NURAFIFAH 08120054 AY PRM
4 JUMA' 07120017 AY PRM
5 NOUR INDAH K 08110015 AY PRM
6 MUHAMMAD FATHOLLAH 07720034 SH PRM




7 ANAS RIFAl 07710079 SH PRM
8 KHALIFI 07720040 SH PRM
9 WILDANIR ROMADHON B 07730055 SH PRM
10 | DIDIK HARTOKO 07240050 DY PRM
11 | ISWATUN KHAIRAH 07240015 DY PRM
12 | BAHRUL MUHIT 07240047 DY PRM
13 | RUHUL ULYA 07240009 DY PRM
14 | ABDUL MUFID 07520023 uy PRM
15 | NUR CHOLIS 07510014 Uy PRM
16 | AHMAD SAUQI 07520007 uy PRM
17 | ABDUL HAYAT 07530024 Uy PRM
18 | ADI KUSNO 07390034 SY PRM
19 | RINA APRILIANA 07370031 SY PRM
20 | FAHRIYAN AZMI 07380021 SY PRM
21 | AHMAD FAUZ| 07370049 SY PRM
22 | FAWAIDURROHMAN 07360069 SY PRM
23 | SULIS SETYANINGSIH 07610007 ST PRM
24 | WAHIDUN 07610023 ST PRM
25 | AHMAD SYUKRAN 07660013 ST PRM
26 | SETIYO HERWANTI 07600049 ST PRM
27 | ULVA MARIA 08410018 TY PRM
28 | ABDULLAH HANIF 07420063 TY PRM
29 | NUR MAULIDI A.S 07410018 TY PRM
30 | AMIN NGAZIZ A 07420001 TY PRM
31 | MAY RIZQIYANI 09210064 DY PAS
32 | DWI MULYANI 08410125 TY PAS
33 | AGUS PURNOMO 08380004 SY PAS
34 | CATUR WAHYUNING INDARTI 08410266 TY PAS
35 | FAIZAH IKASARI 08470001 TY PAS
36 | RAHMINI 08410134 TY PAS
37 | PUPU FAUZAH 09470097 TY PAS
38 | AHMAD ZAINUDDIN 07210016 DY PENCERAHAN
39 | SAIFULLAH 08110010 AY PAD
CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)
FAKULTASTARBIYAH DAN KEGURUAN
NO | NAMA CALON NIM JURUSAN DELEGASI PARTAI
1 SOFWAN JAMIL 09420150 PBA PAD
2 AMRULLAH 08420167 PBA PENCERAHAN
3 MUHAMMAD JAMALUDDIN |07410145 PAI PAS
4 M.KHAFIAH 08420086 PBA PAS
5 YUNI IRAWATI 09410101 PAI PAS




6 MAHFIDA USTADZATUL U 09410037 PAI PAS
7 FAKHRUDIN 09470004 Ki PENCERAHAN
8 ILHAM SYAPUTRA E 09470041 KiI PENCERAHAN
9 ARI KOSWARA 07410104 PAI PRM
10 | WULAN YULIANA 08410177 PAI PRM
11 | FARICHATUN KHASANAH 08410206 PAI PRM
12 | NASRI KURNIALLAH 08470013 Ki PRM
13 | NUR FARIDAH 08480018 PGMI PRM
14 | BAHAQI SARMADI 07480001 PGMI PRM
15 | EDI SUWAWAN 08970091 Ki PRM
16 | YUYUN HIMATUL M 08420088 PBA PRM
17 | FAZA FIKRI TAMAMI 08420084 PBA PRM
18 | ABDUL ROFIQ 07410148 PAI PRM
19 | ALI MUSTAQIM 07410200 PAI PRM

CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
NO | NAMA CALON NIM JURUSAN DELEGASI PARTAI
1 ANAS IBNU SAFARUDIN 07350017 JS PRM
2 RIFATUL ITSNA 07390033 KUI PRM
3 ARIF FATHURAHMAN 07370066 JS PRM
4 NUR KHOLIFAH 07390022 JS PRM
5 TSANATUL AZIZAH 08370009 JS PRM
6 MOHAMMAD FAUZI 08350091 AS PRM
7 NURUL KARIMAH N.N 08390145 KUI PRM
8 KHURUL ANAM 08350106 AS PRM
9 CIPTIA KHOIRULINA S 08390032 KUI PRM
10 | HASYIM AS'ARI 08370021 JS PRM
11 | PARASWIKAN RIPTADI 09340084 IH PAS
12 | ANAS ZAINUDDIN 07390087 KUI PAS
13 | SAHIDA UTAMI 07390025 KUI PAS
14 | MENA FITRIYATI 07390072 KUI PAS
CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)
FAKULTASADAB DAN ILMU BUDAYA

NO | NAMA CALON NIM JURUSAN DELEGASI PARTAI
1 FIDA AFIF 08110022 BSA PAD
2 TEGUH LUHURUNG BUDI 09110027 BSA PAD
3 MIFTAHUL ANAM 08110027 BSA PRM
4 ADI MATLA'UL HADI 08110023 BSA PENCERAHAN
5 AJI SETIYA PAMBUDI 08110070 BSA PAS
6 HUSNUL KHOTIMAH 07110074 BSA PAS




I ABDUL HASAN ADHARI 09120050 BSA PRM
8 KHOZINURRAHMAN 09120070 SKi PRM
9 M. ALIMUDDIN 08140095 IP PRM
10 | HARTONO 08120028 SKi PRM
11 | HALIMAH 09110066 BSA PRM
12 | MARSUS 09120024 SKi PRM
CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)
FAKULTASDAKWAH
NO NAMA CALON NIM JURUSAN DELEGASI PARTAI
1 MUFAIDA 09240056 MD PRM
2 M.REZAWI 09210101 KPI PRM
3 M.ULIL ARKHAM 09220094 BKI PRM
4 AGUNG PRASTOWO 09250013 IKS PRM
5 RIAN H 09220092 BKI PRM
6 YULIFIRAWATI 09240066 MD PRM
I NURMELA S 09210062 PRM
8 SWASTA GUSTAM 09210133 KPI PRM
9 EDI SUTRISNO 09240012 MD PRM
AYU FARCHATUL
10 ISLAMI 07210025 KPI PRM
11 NISA BAROROH 09220040 BKI PAS
12 NURYATI RIYANITA 09220085 BKI PAS
13 MARIA ULFA 09220075 BKI PAS

CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)

FAKULTASUSHULUDIN, STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM

NO | NAMA CALON NIM JURUSAN | DELEGASI PARTAI
1 MURFIAH 0954063 SA PRM
2 KHALIFAH 07520022 | PA PRM
3 M.SULAIMAN JASHIR 07530028 | TH PRM
4 M.TASHFIN FARAZ 09540016| SA PRM
5 MAGHFIROH ANNA R 07510028 | AF PRM
6 MASYITOH MARDHATILLAH 07530003 | TH PRM
7 IMAM RAHMA 07530037 | TH PRM
8 ENDANG SUPRIYADI 08540031 SA PRM
9 SAMSUL MUHAMMAD 08530017 | TH PAS
10 | ROFIUDIN 09530013| TH PRM

FAKULTASSAINS DAN TEKNOL OGlI

CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)

NO | NAMA CALON

NIM

JURUSAN | DELEGASI PARTAI




1 LATIF AGUNG NUGROHO 09680030 P.BIO PAS
2 KARINA PRAMITASARI 09600020 P.MAT PAS
3 GUSTOM IMAM M 08680028 P.BIO PAS
4 SUSANTI 08600072 P.MAT PAS
5 ABDUL WAHID 09650020 T.INF PAS
6 AFIF BURHANUDDIN 09600015 P.MAT PAS
7 ZAIMATUL AMNA 08670037 P.KIM PAS
8 ELYA NOOR PARIDA 08600018 P.MAT PAS
9 YUANANDA NUR B 08600014 P.MAT PAS
10 | M. ABUKAMAL 09620025 FISIKA PENCERAHAN
11 | M. SAMSUL ARIFIN 09610005 MAT PENCERAHAN
12 | AMAD SYAHIRUL ALIM 08660005 T.IND PRM
13 | YULI RAHAYU 08600021 P.MAT PRM
14 | ERDIANA HESTI A 08680045 P.BIO PRM
15 | FITRIAYU 08680045 P.BIO PRM
16 | ULFAM 08600026 P.MAT PRM
17 | FADHLAN NUR H. 09630007 KIM PRM
18 | ELVIRA NURAINI 08630027 MAT PRM
19 | EVI MISKIYAH 09690044 P.FIS PRM
20 | NURAFIF 1. 09600035 P.MAT PRM
21 | ZAHRA ISTIQOMAH 08600013 P.MAT PRM
CALON ANGGOTA SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)
FAKULTASILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
NO | NAMA CALON NIM JURUSAN DELEGASI PARTAI
1 SULASTRI 08730062 IKOM PENCERAHAN
2 YULINGGAR ADHI L 08730072 IKOM PENCERAHAN
3 RITA SARYANI 08730064 IKOM PENCERAHAN
4 HALFIZHA 08710003 PSIKOLOGI| PAS
5 RINI WIDYASARI 07710025 PSIKOLOGI| PAS
6 TOYIBUL FATONI 08720007 SOSIOLOG| PAS
7 AGENG MUKHLISOH 09710073 PSIKOLOG| PAS
8 MEDIA GUSTRIANI 09730077 IKOM PRM
9 LAILI BADRIYAH 08710100 PSIKOLOGI| PRM
10 | SEPTYARINI 08710078 PSIKOLOG| PRM
11 | SITIMUTHOHAROH 08710091 PSIKOLOG| PRM
12 | M. SYAFI'l ZAMZAMI 08730108 IKOM PRM
13 | AMALIA NASRUL INSANI 08730022 IKOM PRM
14 | MUHAMMAD ISKANDAR 09720017 SOSIOLOGI| PRM
15 | SAFARUDIN 08730105 IKOM PRM
16 | ZAMAL MUTTAQIN 09730029 IKOM PRM
17 | AINURROFIAH 09710077 PSIKOLOG| PRM




SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA
NOMOR : 035.A/KPUM/I11/2011
TENTANG :
PENETAPAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
KETUA BEM-F, KETUA BEM-J DAN KETUA BEM-PS
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DENGAN RIDLO ALLAH YANG MAHA KUASA
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Menimbang

a. Bahwa berdasarkan AD/ART KBM UIN Sunan Kalijaga Yelgarta,
kedaulatan tertinggi Mahasiswa UIN Sunan Kalijagagyakarta
berada ditangan mahasiswa,

b. Bahwa Lembaga Eksekutif Mahasiswa merupakan sarariak
menjalankan Pemerintahan Mahasiswa (Student Goesnyang
berorientasi pada kepentingan mahasiswa dan untelwujudkan
kedaulatan mahasiswa,

c. Bahwa Lembaga Eksekutif Mahasiswa terdiri atasitkeasdan Wakil
Presiden beserta Kabinet dan Jajarannya, ketua BEbkserta
jajarannya, ketua BEM-J beserta jajarannya, ketBdBS beserta
jajarannya,

d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dak umemberi
landasan hukum (legal formal), maka dipandang pldgi Komisi
Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) untuk mengesahkamai
nama ketua di Lembaga Eksekutif pada masing-masigkatan
berdasarkan perolehan suara terbanyak lewat Pamilidmum
Mahasiswa 2011

M engingat

a. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KBM UIN Sufalijaga
Yogyakarta,

b. Undang-undang Pemerintahan Mahasiswa UIN Sunan jafali
Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2010 tentang Partai iRd/iahasiswa,

c. Undang-undang Pemerintah Mahasiswa UIN Sunan Igalija
Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pemiliharutbmnggota
Senat Mahasiswa Universitas, Anggota Senat Mahasisakultas,
Ketua BEM-F, Ketua Bem-J, Ketua BEM-PS serta Psgsidan
Wakil Presiden,

Memper hatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa padggal 21
Maret 2011
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Nama-nama Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Eksekutif
di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut :
Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa (Ketua Dewan Eksekutif

Mahasiswa)
Presiden : Abdul Khalid
Wakil Presiden : Siswadi

Fakultas Adab dan IImu Budaya



BEM Fakultas : Ahmad Faidi

BEM Jurusan SKI : Sri Mey Wahyuni
BEM Jurusan IP : Ahmad Maltup
BEM Jurusan BSA : Ja'far Sodiq
Fakultas Dakwah

BEM Fakultas : Ahmad Ali M.S
BEM Jurusan BKI : Abdul Latif

BEM Jurusan PMI : Rahayu K.

BEM Jurusan MD : Badriyanto

BEM Jurusan KPI : Ahyar Mahmudi
Fakultas Syariah dan Hukum

BEM Fakultas : Abdul Aziz M.MM
BEM Jurusan AS : Anif Rahmawati
BEM Jurusan JS : Lisa Aminatul M
BEM Jurusan PMH : Syarifuddin Fadholi
BEM Jurusan MU : Chairurrozikin

BEM Program Studi KUI : Maksum

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

BEM Fakultas : Saugi Futagqi

BEM Jurusan PAI : Nur Kholis

BEM Jurusan PBA : A. Wahidillah Agung
BEM Jurusan Ki : A. Taufig Ma’'mun
BEM Jurusan PGMI : M. Maskur
Fakultas Ushuludin, Studi Agama dan Pemikiran |dam
Bem Fakultas : Muhammad Arif
Bem Jurusan SA : Bukran Efendi
Bem Jurusan PA : Rahmat Fajar

Bem Jurusan TH : Moh. Tarib

Bem Jurusan AF : Muhyiddin
Fakultas Sainsdan Teknologi

Bem Fakultas : Wida Awanda
BEM-PS Matematika : Ulfa Ni'matus S
BEM-PS Biologi . Ita Rosita Istiqgomah
BEM-PS Fisika : Indah Khairun Ni'mah
BEM-PS Kimia : Anis Hidayah
BEM-PS Pend. Mat . Fahisal Afif Abidin
BEM-PS Pend. Biologi : Sri Yuniarti
BEM-PS Pend. Fisika : Ahmad Adib R
BEM-PS Pend. Kimia : Erny Rohmatus S.
BEM-PS Teknik Ind : M. Abdul Qoyyum
BEM-PS Teknik Inf : Rahmatullah Priyo Kusuma
Fakultas|Imu Sosial dan Humaniora

BEM Fakultas : Hasan Ma'ali

BEM Jurusan Ikom : Handini

BEM Jurusan Sos : Subhan Yunus
BEM Jurusan Psi : M. Seno Aji W.P

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Maret 2011



KOMIS PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

M ahsun M. Ayub Hakim
Ketua Sekretaris
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| dentitas Pribadi

Nama

Alamat

Tempat Tanggal Lahir
Agama

Jenis Kelamin
Tinggi/Berat Badan
No. Telp

E-Mail

Status

Pengalaman Organisasi
Hobby

Alamat Asal

Nama Orang Tua
Ayah

Ibu

Pendidikan For mal

Waktu Institus
2007-2013

2004-2007

2001-2004  MTs Mif-da
1995-2001

1993-1995 | TK Pamekar Budi

UIN Sunan Kalijaga

MA Negeri Rembang

SD Negeri Balerejo 01

: Mahsun

: JI. Rotowijayan No. 5 Kraton Yogyakartél33

: Demak, 01 April 1988
: Islam
. Laki-laki
: 170 cm/80 kg

: 0857 2988 7789

: mahsundaccon@gmail.com

: Mahasiswa
: PMII

: Organizing, Browsing Internet, dan Membaca

: Balerejo RT/RW 03/05, Dempet, Demawad Tengah

: Mustamir bin Suradi

: Masrohah binti Nasijan

Lokasi Jurusan

Jinayah Siyasah (Hukum Pidana
Yogyakarta
dan Tata Negara)
Rembang IPS
Demak Jateng -
Demak Jateng -

Demak Jateng -
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